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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS KONTRAK KINERJA PROGRAM (KKP) 
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANADAN PEMBANGUNAN 

KELUARGA (KKBPK)DI KOTA MALANG 

Nova Rahmadani 
sawojajarmalang24@gmail.com 

Program Pascasatjana 
Universitas Terbuka 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menetapkan perjanjian kerjasama 
dengan Dinas Pemberdayaan Perempnan Perlindtmgan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana/DP3AP2KB Kota Malang tentang Pencapaian 
Kinerja Bersama Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga dan 
kegiatan bersama yang dilaksanakan di Kota Malang, dituangkan dalam Indikator 
Kontrak Kinerja Program KKBPK yang digunakan sebagai alat ukur prestasi kineija 
DP3AP2KB Kota Malang. Penelitian ini dilakukan pada DP3AP2KB Kota Malang 
,bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas Kontrak Kinerja Program terhadap 
pencapaian sasaran program DP3AP2KB Kota Malang dalam Tahun 2016. Penelitian 
ini mempakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana informasi dikumpulkan dari 
responden melalui kuisioner , wawancara mendalam, serta telaah dokrnnen dengan 
konsep pengukuran efektivitas dari Mahmudi. Basil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa pencapaian Kontrak Kinerja Program Kependudukan Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga di Kota Malang pada Tahun 2016 cukup efektif dalam 
memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran program penurunan fertilitas dan 
laju pertumbuhan penduduk di kota Malang. 

Kata Kunci:Kontrak Kinelja Program, efektivitas,fertilitas, /qju pertumbuhan 

penduduk 
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ABSTRACT 

EFFECTIVENESS OF PROGRAM PERFORMANCE CONTRACTS (KKP) 
POPULATION FAMILY PLANNING FAMILY DEVELOPMENT (KKBPK) 

IN MALANG CITY 

Nova Rahmadani 
sawojajarmalang24@!!!nail.com 

Program Pascasrujana 
Universitas Terbuka 

Representative of BKKBN of East Java Province establish cooperation 
agreement with Department of Women Empowerment Child Protection, Population 
Control and Family Planning I DP3AP2KB Malang about Achievement of Joint 
Performance of Population Program, Family Planning and Family Development and 
joint activities held in Malang City as stated in Performance Contract Indicator 
KKBPK Program which is used as performance measurement tool DP3AP2KB 
Malang. This research is in SKPD program implementer that is DP3AP2.KB Malang 
City, which aims to know the effectiveness level of Performance Contract to the 
achievement of program target of P3AP2KB Office of Malang City in Year 2016. 
This research is descriptive qualitative research, where information collected from 
respondent through questionnaire, in-depth interview, And doctnnent review with 
Mahmudi's effectiveness measurement concept. The result of this research shows that 
achievement of Family Planning and Family Development Program Performance 
Contract in Malang City in 2016 is quite effective in contributing to the achievement 
of program targets namely fertility decline and population growth rate in Malang city. 

Keywords: Program Performance Contract, effectiveness, fertility and population 
growth rate 
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BABIV 

BA$lLDAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. 

Kota ini terletak 90 krn sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar 

di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan salah satu kota terbesar di 

Indonesia menurut jumlah penduduknya. Selain itu, Malang juga merupakan 

kota terbesar kedua di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung. 

Kota Malang berada . di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh 

wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah kota Malang 

adalah 252,10 krn2
• Malang dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan 

terkemuka di Indonesia karena banyak universitas negeri maupun swasta yang 

terkenal diseluruh Indonesia , yang menyebabkan kota Malang mendapat 

sebutan Kota Pendidikan. Sebutan lain kota ini adalah kota bunga. Hal ini 

karena banyakanya pohon dan bunga yang tumbuh dengan indah dan asri. 

Malang juga dijuluki Parijs van Oost-Java, karena keindahan kotanya 

bagaikan kota "Paris" di timur Pulau Jawa. Selain itu, Malang juga mendapat 

julukan Zwitserland van Java karena keindahan kotanya yang dikelilingi 

pegunungan serta tata kotanya yang rapi, menyamai negara Swiss di Eropa. 

Malang juga berangsur-angsur dikenal sebagai kota belanja, karena 

banyaknya mall dan factory outlet yang bertebaran di kota ini. Hal inilah yang 

menjadikan kota Malang dikenal luas merniliki keunikan, yaitu karena 
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kemiripannya dengan Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat, di antaranya dari 

segi geografis, julukan, dan perkembangan kotanya. 

Secara administratif wilayah Kota Malang berbatasanlangsung dengan 

Kabupaten Malang yaitu : 

• Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan KecamatanKarangploso 

• Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 

c Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan, Kecamatan Pakisaji danKecamatan 

Wagir. 

• Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau. 

Berikut adalah tabel Pembagian wilayah administratif di Kota Malang . 

Tabel4.1 
Pembangian Wilayah AdministratifKota Malang 

NO KECAMATAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH 
KELURAHAN RW RT 

1 Klojen 11 89 675 

2 Blimbing 11 127 923 

3 Kedungkandang 12 114 870 

4 Sukun 11 94 869 

5 Lowokwaru 12 120 774 

JUMLAH 57 544 4.111 

Sumber: BPS, Kota Malang Dalam Angka, 2011 

Kota Malang yang terletak di dataran tinggi, yaitu pada ketinggian antara 

440 - 667 meter diatas permukaan air !aut, merupakan salah satu kota tujuan 

pariwisata karena keindahan alamnya yang dikelilingi pegunungan. Letak kota 
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Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara 

astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang 

Selatan.Kota Malang juga dikelilingi beberapa pegunungan besar, di antaranya 

adalah pegunungan Bromo ,Gunung Semeru, Gunung Aljuno , Gunung 

Butak ,Gunung Kawi , Gunung Anjasmoroo ,serta Gunung Panderman . 

Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa Selain itu, kota 

Malang juga dilalui salah satu sungai terpanjang di Indonesia serta terpanjang 

kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo, yaitu Sungai Brantas yang mata 

airnya terletak di lereng Gunung Aljuno di sebelah barat !aut kota. 

Jumlah penduduk Kota Malang saat ini berdasarkan data dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malanguntuk Tahun 2015 mencapai 

881.794 jiwa , sedangkan sampai April 2016 telah mencapai 887.443 jiwa 

termasuk penduduk WNA pemegang ijin tinggal tetap yang tersebar di 5 

Kecamatan, 57 Kelurahan, 544 RW dan 4.111 RT. 

Tingkat pertunibuhan penduduk mencapai 1,58% pertabun,dengan 1uas 

Kota Malang yang mencapai 110,06 km2
, berarti kepadatan penduduk Kota 

Malang mencapai 7800 jiwalkm2.Jumlah penduduk perkecamatan di kota 

. Malang menurut Sensus Penduduk Tahun 2010, dapat dilibat pada tabel4.2. 
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LUAS SENSUS 
LAJU 

KEPADATAN 
NO KECAMATAN WILAYAH PENDUDUK 

PERTUMBUHAN 
PENDUDUK 

PENDUDUK 
(Km2} 2010 

lfAHUN 
PerKm2 

1 Kedunokandano 39.89 174,477 2.72 4,374 

2 Sukun 20.97 181,513 0.67 8,656 

3 Klojen 8.83 105,907 1.96 11,994 

4 Blimbino 17;77 172,333 0;76 9,698 

5 Lowokwaru 22.60 186,013 1.98 8,231 

Kota Malang 110.06 820,243 0.86 7,453 

Catatan : Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 
Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2011 

Dari uraian diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk dikota Malang masih 

cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah kelahiran kasar, yaitu 

mencapai 1403 bayi pertahun. Di Jawa Timur, Kota malang menempati urutan 

ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak. Jumlah penduduk Kota Malang 

meningkat 0,89% per tahun. Oleh karena itu pemerintah kota Malang 

melaluiDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang mengupayakan pengendalian 

pertumbuhan penduduk melalui program Kependudukan Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga. 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomeklatur, 

Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 
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Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Ma1angNomor 30, serta Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata KeJja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

Dan Ke1uarga BerencanaKota Malang, bahwa Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

BerencanaKota Malang (DP3AP2KB) sebagai 1embaga yang menangani 

pengendalian penduduk mempunyai tanggung jawab untuk mengatur 

perkembangan penduduk agar tetap stabil. Hal ini sesuai dengan rumusan isu 

strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 

2013 - 2018 isu yang ke dua, yaitu Penge1olaan Kependudukan Yang 

Berkualitas . 

1. Prom Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP3AP2KB) Kota 

Malang 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malangdibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat DaerahdanPeraturan Walikota Malang Nomor 33 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

sertaTata Ke!ja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 
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Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana , merupakan perangkat 

daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pelaksanaan urusan 

dibidang Pemberdayaan PerempuanPerlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan daerah di bidangPemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

2. Perumusan kebijakan daerah di bidangPengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana; 

3. Pelaksanaan kegiatan bidang kesetaraan gender, perlindungan hak 

perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi 

masyarakat; 

4. Pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian kuantitas penduduk dan 

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
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5. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

6. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 

7. Pengelolaan pengaduan masyarakat; 

8. Pemberdayaan dan pembinaanjabatan fungsional 

Berikut Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kebijakan . 

Visi dan Misi 

1. Pernyataan Visi 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Malang mempunyai visi Kota Malang yang dijabarkan 

dalam bidang pembangunan keluarga yaitu "Terwujudnya Koia Ma/ang 

Sebagai Kota Bermartabaf', yaitu kota Malang yang Bersih, 

Makmur,Adil Religius-Toleran, Terkemuka , Aman , Berbudaya, Asri 

dan Terdidik. 

Hal penting lainnya adalah ditentukarmya Peduli Wong Cilik 

sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang. Sebagai 

semangat, kepedulian terbadap wong cilik menjadi jiwa darp pencapaian 

visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di 

Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. 

Dan seluruh basil pcmbangunnn di Kota Malang harus dapat dinikmati 

oleh wong cilik di Kota Malang. 
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2. Penjelasan Visi 

Visi Kota Malang yang dijabarkan dalam Bidang Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana yaitu : "TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER, 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA" 

a Kesetaraan Gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 

perempuan untuk memeproleh kesempatan serta hak-haknya sebagai 

manusia agar mampu berperan dan berpartisipassi dalam kegiatan 

politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan 

dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 

b. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala upaya yang 

ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai jenis 

diskriminasi dan tindak kekerasan , serta memberikan rasa aman 

dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang 

konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan 

gender 

c. Pengendalian Penduduk merupakan suatu usaha mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk kearah suatu angka pertumbuhan penduduk 

yang diinginkan. Pengendalian penduduk dilakukan melalui 

pelaksanaan program Keluarga Berencana yang ditujukan untuk 

mencapai suatu tingkat kelahiran tertentu dimasa yang akan datang. 

d. Keluarga Berencana merupakan program pemerintah dalam upaya 

peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui 
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pendewasaan usaha perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, 

pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga 

dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. 

3. Pernyataan Misi 

Misi merupakan kandungan operasional dari visi. Dalam suatu 

organisasi misi akan menjadi arah bagi perencanaan dan penetapan 

program kegiatan yang dilakukan. Adapun Misi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Malang adalah : 

1. Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. 

2. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. 

Tujuan , Sasaran, dan Strategi Kebijakan 

Tujuan adalah sesuatu yang diwujudkan dalam kurun waktu tertentu 

dan pada hakekatnya merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pemyataan rnisi yang telah ditetapkan. 

Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang mempunyai 

tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2014 

sampai 2018. Tujuan tersebut adalah: 

• Misi 1, Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan 

anak, dengan tujuan : 

•:• Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 
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Sasaran : Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan 

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran tersebut diatas, strategi 

kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam 

pembangunan melalui peningkatan pemahaman steakholder 

terdahap pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam 

berbagai tahapan proses pembangunan serta kesetaraan gender. 

2. Penerapan PPRG di bidang Pembangunan 

3. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan basil 

Pengarus Utamaan gender. 

•!• Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari 

berbagai tindak kekerasan. 

Sasaran : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari 

berbagai tindak kekerasan. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, strategi kebijakan yang 

ditetapkan adalah : 

I. Penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan 

dananak. 

2. Peningkatan advokasi dan KlE tindak kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. 

3. Peningkatan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 

( Layanan pengaduan, rehabilitasi sosial, penegakan dan 

pendampingan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi 

sosial ). 
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• Misi 2, Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, 

dengan tujuan : 

•:• Menurunkan laju pertumbuhan penduduk 

Sasaran : Menurunnya angka kelahiran 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, strategi kebijakan yang 

ditetapkan adalah: 

I. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata 

dan berkualitas baik antar sektor maupun antara pusat dan daerah 

utamanya dalam sistem Jarninan Kesehatan Nasional . 

2. Penyedian dan distribusi sarana dan prasarana serta alat 

kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB. 

3. Peningkatan intensitas pelayanan KB baik secara statis maupun 

mobile. 

4. Pengembangan advokasi dan K.lE KB. 

•:• Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga 

Untuk tujuan ini, ada dua sasaran, yaitu : 

a. Meningkatuya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang pertama, strategi 

kebijakan yang ditetapkan adalah : 

)>- Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga 

b. Meningkatuya pemherdayaan ekonomi KPS (Keluarga Pra 

Sejahtera) dan KS I (Keluarga Sejahtera ) melalui kelompok 

UPPKS ( Usaha ProduktifPerekonomian keluarga Sejahtera ). 
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang kedua, strategi 

kebijakan yang ditetapkan adalah : 

~ Peningkatan kesejahteraan Keluarga 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pelaksanaan urusan di 

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana.Untukmelaksanakan tugas 

tersebut,Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi : 

I. Perumusankebijakan daerah di bidangPemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

2. Perumusan kebijakan daerah di bidangPengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana. 

3. Pelaksanaan kegiatan bidang kesetaraan gender, perlindungan hak 

perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi 

masyarakat. 
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4. Pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian kuantitas penduduk dan 

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

5. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

6. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 

7. Pengelolaan pengaduan masyarakat. 

8. Pemberdayaan dan pembinaanjabatan fungsional. 

2. Data Pegawai DinasPemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota 

Malang 

Rincianjumlah seluruh pegawai yang ada pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang, disajikan dalam tabel 4.3 dibawah 

lll1 
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Tabel4.3 
Data Pegawai DP3AP2KB Kota Malang 

No. Pangkat 
Go!. 

Jumlah Total 
Ruang 

Pembina Utama Madya IVd . 
1 Pembina Utama Muda IVc I 

45 
Pembina Tingkat I IVb 11 
Pembina IVa 33 
Penata Tingkat I Illd 21 

2 Penata Illc 11 
46 

Penata Muda Tingkat I Illb 7 
PenataMUDA Ill a 7 
Pengatur Tingkat I lid 3 

3 Pengatur lie 12 
22 

Pengatur Muda Tingkat I lib 4 
Pengatur Muda lia 3 
Juru Tingkat I ld 1 

4 )um 
"' '·' ., c \I <;":'"" --- -

2 
3 ·- - ---- -- . -

Juru Muda Tingkat I Ib . 
JuruMuda I a -

5 PTT/Sukwan - - -
Jumlah 116 116 

Sumber: Data DP3AP2KB 2016 

3. Tugas dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

(DP3AP2KB) Kota Malang 

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas : 

a. Menyusundan merumuskan perencanaan strategis Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencanaberdasarkan peraturan perundang-

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 
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b. Menyusun dan merurnuskan kebijakan di bidangPemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan perencanaan 

pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagai bahan arahan operasional Dinas; 

c. Menyusun dan merurnuskan kebijakan di bidangPengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan perencanaan 

pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagai bahan arahan operasional Dinas; 

d. Mengarahkan bawahan sesuai bidang tugasnya sebagai pedoman 

pelaksanaan program; 

e. Melaksanakanpengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam 

rangka pencarian alternatif solusilkebijakan bagi Pimpinan. 

f.Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi 

terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

g. Menyelenggarakan kegiatan dibidang kesetaraan gender, perlindungan 

hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan 

partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian standart pelayanan 

minimal; 

h. Melaksanakan kerjasama di bidang perlindungan perempuan dan 

perlindungan anak sesuai ketentuan perundang-undangan dan 

kewenangannya guna peningkatan kualitas pelayanan; 

i.Melakukansosialisasi pemenuhan hak perempuan, hak anak dan 

kesetaraan gender sesuai ketentuan perundaang-undangan dan 
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kewenangannya guna penyebarluasan informasi dan edukasi kepada 

masyarakat; 

j .Menyelenggarakankegiatan dibidang pengendalian kuantitas penduduk 

dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam 

rangka pencapaian standart pelayanan minimal; 

k. Melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

l.Melaksanakan kerjasama di bidang pengendalian kuantitas penduduk 

dan keluarga berencana sesuai ketentuan perundang-undangan dan 

kewenangannya guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan; · 

m. Melakukansosialisasi ketahan dan kesejahteraan keluarga sesuai 

ketentuan perundaang-undangan dan kewenangannya dalam tangka 

meningktkan kualitas hidup masyarakat; 

n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. Melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana 

kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya 

target kinerja yang telah diperjanjikan; 

q. Mengevaluasipelaksanaan program dan kegiatan operasional di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian 
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penduduk dan keluarga berencana dengan cara mengukur pencapaian 

program keJja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan Iaporan; 

r.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai kewenangannya 

sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas. Sekretariat 

mempunyai tugas mengelolaadministrasi umum meliputi penyusunan 

program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, 

urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta 

kearsipan. 

Sekretariat , terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaamnempunyaimempunyai tugas melakukan 

pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan. 

b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan administrasi 

keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan 

DinasPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. 

c. Subbagian Umumdan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan 

rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan 

dan kearsipan serta pengelolaan administmsi kt:pegawaian Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Derencana. 
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3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang 

pemberdayaan perempuan, merencanakan program bidang bidang 

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, 

menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan araban 

operasional program dan kegiatan, membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

bidangPemberdayaan Perempuan, serta melaksanakan koordinasi dengan 

Sekretariat dan Bidang di Jingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 

permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan. 

Terdiri dari : 

a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pemberdayaan perempuan dalam rangka 

pelaksanaan tugas. 

b. Seksi Penguatan dan Pengembangan Keiembagaan J'erempuan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Penguatan dan 

Pengembangan Kelembagaan Perempuan dalam rangka pelaksanaan 

tug as. 
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c. Seksi Edukasi dan Partisipasi Perempuan mempunyai tugas 

melakukati penyiapan bahan Edukasi dan Partisipasi Perempuan 

dalam rangka pelaksanaan tugas. 

4. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan 

kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, merencanakan 

program bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai 

bahan araban operasional program dan kegiatan, membagi dan mengatur 

pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 

serta melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di 

lingkungan Pemberdayaan Perempuan Dan Per!indungan Anak, 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanauntuk mendapatkan 

masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam 

rangka penyusunan rencana program dan kegiatan. Terdiri dari : 

a. Seksi Perlindungan Perempuan, mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan Perlindungan Perempuan dalam rangka pelaksanaan 

tugas. 

b. Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan Perlindungan Anak dalam rangka pelaksanaan tugas. 
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c. Seksi Pemenuhan Hak: Perempuan dan Anak: mempunyai tugas 

melak:ukan penyiapan bahan Pemenuhan Hak: Perempuan dan Anak: 

dalam rangka pelaksanaan tugas. 

5. Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas melak:sanak:an pengelolaan program dan kegiatan di bidang 

Pengendalian Penduduk, merencanak:an program bidang bidang 

Pengendalian Penduduk berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan 

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun dan merumuskan 

kebijak:an teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

bidang tugasnya sebagai bahan araban operasional program dan kegiatan, 

membagi dan mengatur pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

bidangPengendalian Penduduk, serta melaksanak:an koordinasi dengan 

Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak:, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 

permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan. 

Bidang ini terdiri dari : 

a. Seksi Sinkronisasi Kebijak:an Kependudukan mempunyai tugas 

melak:ukan penyiapan bahan Pemenuhan Hak: Perempuan dan Anak: 

dalam rangka pelak:sanaan tugas. 

43366.pdf



95 

b. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan Perencanaan dan Pengendalian Penduduk 

dalam rangka pelaksanaan tugas. 

6. Bidang Keluarga Berencana,mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Keluarga 

Berencana, merencanakan program bidang bidang Keluarga Berencana 

(KB) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guila meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun dan merumuskan kebijakan 

teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bidang 

tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan, 

membagi dan mengatur pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

bidangKeluarga Berencana (KB), melaksanakan koordinasi dengan 

Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 

permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan. 

Bidang ini terdiri dari : 

a. Seksi Pembinaan dan Kesertaan Keluarga Berencana (KB), 

mempunyai tugas Pembinaan dan Kesertaan Keluarga Berencana 

(KB) dalam rangka pelaksanaan tugas, dan merencanakan kegiatan 

dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
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b. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alat Kontrasepsi, 

mempunyai tugas Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alat 

Kontrasepsi dalam rangka pelaksanaan tugas, dan merencanakan 

kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

c. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas 

melakukan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP dalam rangka 

pelaksanaan tugas, serta merencanakan kegiatan dan anggaran sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

7. Bidang Ketabanan dan Kesejahteraan Keluarga,mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan 

kegiatan di bidang Ketabanan Dan Kesejahteraan Keluarga, 

merencanakan program bidang bidang Ketabanan dan Kesejahteraan 

Keluarga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan sumber data 

yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun dan merumuskan kebijakan 

teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bidang 

tugasnya sebagai bahan araban operasional program dan kegiatan, 

membagi dan mengatur pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

bidangKetabanan dan Kesejahteraan Keluarga, melaksanakan koordinasi 

dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan 
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Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 

mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program 

dan kegiatan. Bidang ini terdiri dari : 

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan 

Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan merencanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

b. Seksi Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia mempunyai 

tugas melakukan Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan merencanakan kegiatan dan 

anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

8. Unit Pelaksana Tugas (UP'I) Keluarga Berencana, merupakan unsur 

pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas P3A dan PPKB 

yang dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

UPT Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

teknis operasional program keluarga berencana dan pembangunan 

keluarga sejahtera , merencanakan program dan kegiatan UPT Keluarga 

Berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, 

memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksanalbawahan sesuai 
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bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan 

perencanaan dan kegiatan UPT Keluarga Berencana dan pengumpulan 

dan pengolahan data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan di 

bidang Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan, serta 

mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan gangguan kesehatan 

reproduksi dan perlindungan hak-hak reproduksi dengan Bidang di 

lingkungan Dinas P3A dan PPKB sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan. Susunan organisasi UPT Keluarga Berencana, terdiri dari : 

a. Kepala UPT 

b. Kelompok Jabatan Fungsionai/Pelaksana, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas P3A dan PPKB sesuai 

dengan kebutuhan. 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Pejabat 

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan 

masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan 

Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing

masing. 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah 

didapatkan dari basil observasi penelitian dilapangan. Penelitian mengenai 

Efektivitas Kontrak Kinerja Program Kependudukan Keluarga Berencana 

dan Pembanguan Keluarga di Kota Malang, dalam hal ini data yang 
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didapatkan lebih banyak berupa kata-kata atau narasi dan tindakan yang 

peneliti dapatkan melalui proses wawancara , observasi dan telaah 

dokumen. Selain data berupa kata-kata dan tindakan, dalam penelitian ini 

juga digunakan data-data dan dokumentasi yang ada di!apangan. Adapun 

telaah dokumen yang peneliti gunakan adalahProfi! Kota Malang, Profil 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Per!indungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB) Kota Malang, Renstra 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Per!indungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2014-2018, 

Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor 33Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana, Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor 78 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Dan Dan Tata Kelja Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berdasarkan teknik 

analisis data kualitatif yang dianalisis selama penelitian berlangsung. Data 

yang diperoleh dari basil penelitian dilapangan melalui observasi, 

wawancara, dan telaah dokumen yang kemudian dilakukan reduksi untuk 

dapat mencari tema dan pola serta diberi kode berdasarkan jawaban

jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan 
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penelitian serta dilak.ukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban 

penelitian, peneliti memberikan kode sebagai berikut : 

1. Kode Q.1 - Q.21 menandakan daftar urutan pertanyaan. 

2. Kode 1.1 - 1.4, menandakan daftar urut informan 

3. Kode S.1- S.5, menandakan status informan 

Setelah memberi kode-kode pada aspek tertentu yang berkaitan 

dengan masalah penelitian sehingga tema dan polanya ditemukan, maka 

selanjutnya dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban yang ditemukan 

dari penelitian dilapangan dengan membaca dan menelaahjawaban tersebut. 

1. Penyajian Data 

Pembahasan pada penyajian data merupakan basil analisis dan 

fakta yang peneliti temukan dilapangan serta disesuaikan dengan teori 

yang digunakan. Dalam hal ini teori yang digunakan adalah teori 

efektivitas menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor 

Publik, dimana efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dan 

output. Menurutnya, sebelum dilakukan pengukuran efektivitas tahap 

awal yang harus dilakukan adalah menentukan misi, visi, tujuan, sasaran 

dan target dalam hal ini DP3AP2KB Kota Malang. Misi , visi, tujuan, 

sasaran dan target yang harus dicapai DP3AP2KB telah diuraikan dalam 

profit DP3AP2KB. Setelah itu, harus ditentnkan tingkat input, output dan 

outcome. Berikut adalah basil penelitian dilapangan. 
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I. Variabellnput 

Input, merupakan semua jenis sumber daya masukan yang digunakan 

dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Dari basil 

penelitian dilapangan, dalam pelaksanaan dan pencapaian program 

KKBPK membutubkan berbagai sumberdaya masukan , baik sumber 

daya manusia, fmansial, maupun sarana dan prasarana serta teknologi. 

a. Sumber Daya Man usia 

Sumber daya manusia yang ada di DP3AP2KB, disajikan dalam 

tabel 4.4 berikut 

Tabel4.4 
Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Kota Malang 
Tabun2016 

Pangkat 
Go I. 

Jumlab Total 

45 

46 

22 

3 
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" ...... Dengan sumber daya yang ada, yaitu jumlah seluruh pegawai 
dinas kami lebih kurang 116 orang, demikian juga dengan ujung 
tombak yang ada di/apangan yaitu lenaga PKB, PPKBD dan Sub 
PPKBD yang /ebih kurang berjumlah 914 orang ,kami semua 
berupaya melaksanakan program semaksima/ mungkin. .... " (I 1 ). 

" .... . Da/am pe/aksanaan program didukung juga dengan personil 
yang menjadi mitra kerja kila, yailu lenaga medis yang Ielah 
mengikuli pelalihan ..... " (1.2) 

" ...... selain ilu kami juga berusaha meningkalkan peran serla 
masyarakal dalam pelaksanaan program KKBPK, yaitu kader, toga 
dan loma yang ada ..... " ( Ll) 

" ...... Untuk kualitas SDM terutama yang di dinas, karena sudah 
tidak murni vertikal, sehingga personil dari instansi lain juga 
banyak, nah ini memer/ukan waktu penyesuaian yang /ebih 
lama ..... " (I.2) 

" ..... Sedangkan kader, sebagai ujung tombak dilapangan, 
kualitasnya agak menurun, karena banyak yang sepuh namun sulit 
untuk diganti karena ini kerja sosial, sehingga daya ingat banyak 
yang menurun ..... " 
" ..... upaya dalam peningkatan kualitas adalah dengan pelatihan 
yang diadakan sejara berjenjang, serta pengualan lini lapangan. 
ini dilakukan satu kali setahun, selain itu diadakan Iomba-lomba 
disamping untuk menambah ilmil juga merupakan reward, agar 
lebih semangat dalam menjalankan program .... " ( L2) 

" ....... Hambatan dalam pelaksanaan program KKBPK dalam hal 
SDM, adalah makin berkurangnya personil, khususnya PKB 
banyak yang pensiun ..... " (1.2) 

" ..... .Adanya pergantian I mutasi pejabat, sehingga perlu banyak 
be/ajar dan penyesuaian,, namun ada tambahan beberapa tenaga 
oulsourching/kontrak yang Ielah cukup memadai, lerulama unluk 
administrasi .... " ( L 4) 

" ...... untuk peningkalan kualilas, diadakan pelalihan, serla Iomba-
Iomba dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 1imur, seperli 
jambore, unluk kader dan petugas (P KB) .... "( 1.4) 

"...... Hambatan peningkatan SDM antara lain ijin suami yang 
sulit, khususnya untuk kader dan IMP, pekerjaan lain serta ijin 
dari atasan yang sulit, adanya tugas mendadak sehingga tidak bisa 
ikut pelatihan .... " ( 1.4) 

43366.pdf



1 

2 

3 

4 

5 

6 

103 

Selain basil wawancara , diperoleh sejumlah data yang diberikan 

oleh 1.5. , yaitu jumlah sumber daya manusia secara kese!uruhan 

serta jumlah personil yang mengkuti pelatihan, yang disajikan 

dalam tabel 4.5 dan tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel4.5 
Pelaksanaan Program Dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM 

DP3AP2KB Tahun 2016 

ProgramKB SDM 

Pelatihan KB bagi Sub PPKBD, PPKBD, PKB, 
974orang 

BidangKB 

Pelayanan KB gratis 600 orang 

Pelatihan ketrampi!an bagi bidan dalam pemasangan 
90 orang 

IUD pasca persalinan dan keguguran 
Sosialisasi KB bagi lini lapangan 130 Orang 

Pe!atihan ketrampilan tentang pemasangan alat 
kontrasepsi bagi petugas medis teknis 90 orang 

Penin'gklitaii~~;DM'b~ PK H/Pl .K H. - -·--··--·· -
51 orang 

Sumher: Renstra IWU.P2KR 201.3-201.8 

Tabel4.6 
Pelatihan KB bagi Ketenagaan KB Dan Medis 

Ketenagaan 
Pelatihan 

No Jumlah KIP 
BidangKB IUD MOW MOP lMPLAN Konseling 

Pejabat - - -
1 

BidangKB 
3 - -

2 Dokter 186 73 52 23 55 53 
3 Bidan 198 198 - - 195 65 
4 PenyuluhKB 54 - - - - 54 
5 StafKB 6 - - - - -

.. Sumber: Penellftan, DP3AP2KB Kota Malang ,2016 
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Tabel 4.7 
Analisa Triangulasi Variabel Input Sumber Daya Manusia 

dalamEfektivitas KKPKKBPK Di Kota Malang 

- LJ 1.2 .. 1.4 .. Analisis 
Jumliili seluruh Pelaksana program Pelaksanaan program Sumber daya manusia 
sumberdaya juga didukung KKBPK didukung pendukung 
,W1l,WWfl seb..ag~ • ~I;IZ@ mitr.a kerj{l juga oleh beberapa P~lmmman program 
pelaksana yaitu tenaga medis tenaga kontrak, KKBPKpada 
program adalah yang telah mendapat terutama untuk DP3AP2KB adalah 
seluruh personil pelatihan , Kualitas administrasi. seluruh karyawan 
/karyawan SDM agak menurun, Untuk kualitas SDM berjumlah 116 orang, 
DP3AP2KB Peningkatan kualitas penyesuaian yang IMP sebanyak 914 
yaitu 116 orang , SDMdengan agak lama untuk orang, serta mitra 
ditambah pelatihan, Iomba, karyawan yang baru ke!ja yaitu tenaga 
PPKBD dan Sub serta penguatan lini mutasi. Peningkatan medis sebanyak 186 
PPKBD lapangan kualitas SDM dengan orang dokter dan 198 
sejumlah 914 pelatihan, Iomba dan bidan yang telah 
orang jambore mendapatkan 

pelatihan bidang KB 
Makin berkuranguya Untuk pelatihan, Hambatan dalam 
personil, yaitu PKB khususnya bagi kader SDM adalah jumlah 
yang jumlahnya dan masyarakat, ijin karyawan yang makin 
makin menurun, ikut yang sulit, berkurang , serta 
kruena -pensiun · sedangkan untuk pelatihan yang tidak 

karyawan ijin atasan bisa diikuti . 
serta tugas mendadak 

b. Anggaran 

Penetapan KKP dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, tentu 

disertai pula dengan alokasi anggaran. Hal ini sesuai dengan 

Pe!janjian Ke!jasama yang telah ditandatangani. 

" ...... Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kontrak 
kinerja program KKBPK tersebut, pembiayaan dan anggaran 
berasal dari dukungan APBN, yaitu berdasarkan DIPA Perwakilan 
BKKBN Provinsi Jawa Timur Anggaran 2016, Nomor : SP DIPA 
068.1.2.01830/2016, tanggal 7 Desmber 2015. Selain itu, adanya 
dukungan a/at dan obat kontrasepsi serta pendukung pelayanan 
kontrasepsi sesuai kebutuhan dan ketersediaan. Yang kedua adalah 
alokasi APBD untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana 
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang diupayakan dan 
disinergikan oleh pemerintah kota Malang. lnilah anggaran yang 
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dapat digunakan dalam segala kegiatan , termasuk pelatihan IMP, 
pelayanan KB gratis dan momen-momen lainnya yang mendukung 
pencapaian program ... " ( 1.1 ). 

" ...... Dalam rangka pencapaian program, Ielah banyak usaha yang 
dilakukan , yaitu dengon meningkatkan peron serto mosyorokot 
dalam pelaksanaan program KKBPK , salah satunya dengan 
memberikon pelatihan kepada IMP dan koder sebagai ujung tombak 
pelaksana program dilapangan ....... ".(1. 2) 

" ....... namun pelatihan yang diadakan selama tahun 2016, khususnya 
untuk kader dan IMP karena keterbatasan anggaran hanya 
dilakukan satu kali . Hal ini dirasa sangat kurang ... " ( I. 2 ) 

" ....... Sekaitan dengan hal tersebut, untuk peningkatan SDM 
pelaksana program terutama ujung tombak yang dilapangan, komi 
juga memberikan sedildt honor sebagai rasa terima kosih dan 
penghargaan kami. Namun honor ini tidak dapat diberikan secara 
rutin, karenaketerbatasan dana dan anggaran ... honor ini berasal 
dari AP BD, ...... "( I. 2) 

" ....... anggaran dari provinsi cukup, dari pusat juga ada, yaitu 
pelaksanaan Iomba dan jambore, sedangkan pelatihan-pe/atihan 
yang di/aksanakan untuk intern kota Ma/ang diperoleh dari dari 
cukai dan APBD ...... " ( 1.4) 

" ...... A/okasi dana untuk mendukung kegiatan operasional program 
KKBPK sesuai a/okassi anggaran yang tertuang da/am DIPA tahun 
2016 ..... " ( 1.5) 

Berdasarkan hasil wawancara, dan telaah dokumen, diperoleh data 

yang disajikan dalam tabel4.8 berikut. 
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Tabel4.8 
Jumlah Anggaran Dalam Pelaksanaan Program KKBPK 

Tahun2016 

Program 
Jumlah Anggaran 

2016 (Rp) 

Program Keluarga Berencana 3.207.500.000,00 

Pelatihan KB bagi PPKBD dan Sub PPKBD dan 
PKB 350.000.000,00 
PelayananKB gratis untuk meningkatkan peserta 
KBbaru 300.000.000,00 
Pencatatan dan pelaporan tentang pemasangan KB 
di Klinik 75.000.000,00 
Program Pengendalian Laju Pertumbuhan 375.000.000,00 
Penduduk 

Lomba KB teladan Tingkat Kota 
175.000.000,00 

Sosialisasi KB bagi lini lapangan 50.000.000,00 

KIE KB mela1ui media elektronik dan luar ruang 30.000.000,00 

Peningkatan SDM bagi PKB 50.000.000,00 

Pemberdayaan Kelompok UPPKS 75.000.000,00 

Prosentase PUS anggota BKB , BKR, BKL , 
850.000.000,00 

UPPKS yang mendapatkan pembinaan kesertaan 
berKB 

Jumlah 8.744.500.000,00 

Swnber: Renstra DP3AP2KB 2013-2018 
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Analisis 
Varibel Input Dana yang Dana yang Alokasi dana Alokasidana 
: Anggaran digunakan dialokasikan untuk dalam 
dalam dalam untuk program pelaksanaan 
Efektivitas pelaksanaan peningkatan KKBPKdari program 
KKPKKBPK program kualitas SDM provms1 KKBPKdan 

Hambatan 

KKBPK pengelola dan cukup, pencapa1an 
berasal dari pelaksana sedangkan KKP 
APBNdan Program untuk diperoleh dari 
APBDtahun KKBK, yaitu pelatihan APBNdan 
2016 pelatihan intern Kota APBD 

masih kurang, Malang 
sehingga dibiayai oleh 
pelatihan tidak cukai dan 
bisa dilakukan APBDtahun 
secara 2016 
intensif. 
Untukhonor 
jugasangat 
terbatas, 
karena berasal 
dariAPBD. 
Dana untuk Dana untuk 
pelatihan dan pelatihan dan 
honor IMP honor IMP 
masih kurang masih kurang 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa alokasi dana dalam pelaksanaan 

program KKBPK serta pencapaian KKP Tahun 2016 berasal dari 

APBN dengan alokasi DIPA Tahun 2016 sertaAPBD Tahun 2016. 

c.Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapamn KKP 

KKBPK tahun 2016. 

" ....... Untuk ketersediaan sarona dan prasarana, da/am hal ini a/at 
kontrasepsi dan obat-obatan terutama yang diperlukan dalam 
pe/ayanan KB gratis , saya rasa cukup dan dalam kondisi baik , 
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kegiatan tersebut. untuk tahun yang akan datang kita upayakan 
pengadaan mobil penjemput dan pengantar akseptor. .... ", Untuk 
sementara ini saya rasa tidak ada kendala yang berarti .... " (I 2 ) 

" ...... Upaya lain yang dilakukan untuk pelaksanaan dan pencapaian 
program KKBPK adaloh dengan peningkotan KIE=Komunikasi, 
/nformasi dan Edukasi kepada masyarakat secara intensif tentang 
pentingnya program KB dan pembangunan keluarga. Dalam hal ini 
sarona dan prasarana yang dibutuhkan adalah KIE kit, brosur 
maupun poster. KIE di/akukan baik melalui media cetak, maupun 
media elektonik, ontara lain siaran radio. Untuk semua kegiatan ini 
Ielah tersedia anggaran yang cukup, Begitu juga anggaran untuk 
pengodaan saranaprasarana tersebut, untuk tohun 2016 Ielah 
dialokasikan .... " ( I 2 ) 

" ..... Untuk sarpras, kandisi di kant or untuk bidang kesejahteraan 
dan ketahanan keluorga, membutuhkan sepeda motor yang 
diperlukan untuk ke lapangan, untuk yang lainnya , soya rasa 
kurang memadai untuk yang di dinas .... untuk kendala, saya rasa 
adalah anggaran untuk pengadaan sarpras masih kurang .... " ( I.4) 

Berikut data basil olahan peneliti berdasarkan data basis yang 

diberikan oleh 1.5, terkait ketersediaan sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan program KKBPK. 

Tabel4.10 
Sarana dan Prasarana Penunjang Program 

Berdasarkan Renstra DP3AP2KB 2013-2018 

Program Sarana 
Prasarana 

Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koordinator 
62 set 

LapanganKB 

Genre KIT 8 set 

Sarana prasarana perkantoran di UPT KB 3 fasilita~ 
Kecamatan Blimbing 
Sarana prasaranaperkantoran di UPT KB 

3 fasilitas 
Kecamatan Kedungkandang 

Soronu penunjang pelayanan KB KIE Kit 57 set 

Sumber: Renstra DP3AP2KB 2013•2018 
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Tabel4.11 
Analisa Triangulasi Variabel Input Sarana dan Prasarana 

dalam Efektivitas KKP KKBPK Di Kota Malang 

-~..14,.;~- -·- 1.4 Analisis 
Saranadan Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana yang 
prasarana yang yang ada di tersedia untuk pelaksanaan 
tersedia Dl'3AP*~ .w.;JSih program , khususnya 
khususnya alat kurang mernadai kebutuhan dilapangan cukup 
kontrasepsi ,dan baik.namun untuk di 
media KIE cukup DP3AP2KB sebagai 
baik. pendukung pelaksanaan 

program masih kurang 
memadai. 

Untuk di DP3AP2KB 1. Untuk di DP3AP2KB 
memelukan sepeda sebagai pendukung 
motor untuk ke pelaksanaan program 
lapangan. memerlukan sepeda motor. 
Disamping itu kondisi 2. Peralatan kantor kurang 
sarpras lainnya yaitu memadai 
peralatan kantor 
kurang memadai. 

2. Variabel Output 

Output menunjukkan hasil implementasi suatu program atau 

aktivitas. V ariabel output dalam penilaian efektivitas Kontrak 

Kinerja Program KKBPK dikota Malang adalah pencapaian dari 

indikator Kontrak Kineija Program KKBPK itu sendiri. Kontrak 

Kinerja Program (KKP) adalah target kinerja pemerintah daerah 

kota Malang dalam satu tahun anggaran. KKP merupakan acuan 

penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan Dan Keluarga 

Berencana di kota Malang. Dalam tahun 2016 ,ada beberapa 

indikator yang harus dicapai , selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

4.12 
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Pencapaian indikator Kontrak Kinerja Program KKBPK diperoleh 

dari data laporan bulanan pelaksanaan program dilapangan selama 

tahun 2016. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, 

sebagai hasil wawancara, telaah dokurnen dan observasi dilapangan. 

" ........ Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perwakilan 
BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana pada tanggal 19 Januari 2016, yang Ielah 
ditandatangani oleh Kepala BKKBN dan Kepala Dinas P3AP2KB, 
ada beberapa indikator yang harus kita capai dalam setiap tahun. 
Untuk tahun 2016, ada sembilan indikator. Indikator ini adalah 
semacam target atau acuan pelaksanaan program KB dan 
Pembangunan Keluarga yang kita laksanakan. Dengan sumber daya 
yang ada kita harus dapat memenuhi target tersebut, sehingga angka 
kelahiran terkendali ... " (I I ). 

Dari pemyataan Sekretaris DP3AP2KB (I.l ) tersebut, telah 

menjelaskan mekanisme penetapan KKP KKBPK dari BKKBN 

Provinsi Jawa Timur. 

" ...... KKP ini, sangat bagus dan memang perlu ditetapkan karena 
merupakan acuan kerja kita agar lebih terarah. ... , monitor dan 
evaluasi selalu ada, baik dari BKKBN Pusat, Provinsi maupun dari 
inspektorat.... KKP ini dari propinsi berhenti sampai tingkat kota, 
namun untuk indikator PB dan PA kitajabarkan ke masing-masing 
kelurahan, sedangkan untuk tribina dan UPPKS be/urn bisa 
dijabarkan sampai kelurahan ..... " (1.2) 

" ..... .Sejak ditetapkannnya KKP dari Perwakilan BKKBN Provinsi 
Jawa Timur, !rami sebagai SKPD pelaksana Program KKBPK 
didaerah, dalam hal ini khususnya Kota Malang, merasakan 
pelaksanaan program KKBPK lebih terarah dan terukur. Terutama 
setelah memasuki era otonomi daerah dimana pelaksanaan program 
KKBPK diserahkan kepada kebijakan kepala daerah masing
masing. Hal ini menyebabkanpencapaianprogram KKBPK stagnan 
. Dengan adanya KKP inilah kita berharap program KKBPK 
didaerah terpacu sehingga tujuan pembangunan kependudukan 
secara nasional dapat tercapai ..... " (I 2) 
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" ....... Untuk melihat indikator KKP KKBPK yang telah ditetapkan 
untuk kola Malang beserta pencapaiannya, dapat dilihat pada 
dokumen kami , yaitu pencapaian selama tahun 2016 ... memang 
pencapaian indikator KKP untuk tahun 2016, ada bebarapa yang 
belum tercapai sera/us persen terutama yang berhubungan dengan 
pencapaian peserta KB haru. Hal ini karena pada pelaporan 
pelayanan dokter dan bidan mandiri tidak tercover, sedangkan untuk 
kesertaan ber KB bagi PUS anggota BKB dan UPPKS mungkin 
disebabkan belum tercatat .... " ( I.2) 

" ...... , dalam rangka pencapaian indikator KKP KKBPK tersebut, 
terutama dalam peningkatan kesertaan her KB, kegiatan yang kami 
lakukan adalah mengadakan gebyar pelanan KB gratis, baik per 
wilayah kecamatan maupun seluh Trotti Malting, rerurama lliitllk 
pelyanan kontrasepsi mantap (MKJP=Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang) . Untuk waktu pelaksanaan tidak ada batasan dalam artian 
pelayanan KB gratis dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, selama 
calon akseptor sudah terhimpun dan pelayanan dilakukan ditempat 
a/au klinik-klinik tertentu yang Ielah mengadakan kerja sama 
dengan kami .. ... .... " ( I 2 ) 

" ...... Kendala dalam pencapaian KKP , terutama dalam pencapaian 
kesertaan ber KB, adalah tidak ada rumah sakit yang mau 
melaksanakan pelayanan gratis terutama untuk MOW, karena 
adanya Perda yang mengatur biaya pelayanan KB dan rumah sakit 
takut melanggar Perda tersebut ... " ( 1.2) 

'' ...... Sedangkan untuk kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga 
Balita), BKL (Bina Keluarga Lansia), BKR (Bina Keluarga Remaja) 
dan UPPKS ( Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) 
telah dilakukan pembinaan baik untuk anggota kelompok maupun 
kademya. Pembinaan untuk anggota kelompok meliputi peningkatan 
pengetahuan dan pemahaman pentingnya kesertaan her KB untuk 
mewujudkan keluarga berkualitas. Sedangkan untuk kadernya 
meliputi pembinaan administrasi dan juga cara memberikan KlE 
kepada masyarakat ..... " ( I 4) 

" ...... semua kegiatan tersebut juga telah mendapatkan alokasi 
anggaran. .... " ( I 4 ) 
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Kontrak K.inerja Program KKBPK Kota Malang 

Tahun2016 
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lNDIKATOR SASARAN KKP SASARAN 2016 

Persentase Peserta KB Barn MKJP. 55,95% 
Persentase Peserta KB Aktif MKJP 28,79% 
Jumlah Peserta KB Barn I PB 9.557 
Jumlah Peserta KB Aktif I P A 78.503 
Persentase kesertaan KB Pria (PA MOP dan Kondom) 3,32% 
Persentase PUS anggota Poktan BKB, BKR, BKL, 
UPPKS yang ber KB : 
a. Persentase PUS anggota BKB yang ber KB. 80,42% 
b. Persentase PUS anggota BKR yang ber KB. 72,84% 
c. Persentase PUS anggota BKL yang ber KB. 36,32% 
d. Persentase PUS anggota UPPKS yang ber KB. 80,05% 

Sumber: Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa T1mur, 2016 

Berdasarkan basil wawancara diatas, berikut adalah tabel yang 

menampilkan potensi dan pencapaian program KKBPK tahun 

2016. 
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Tabel4.13 
Potensi Dan Pencapaian Program KKBPK Kota Malang 

Tahun2016 

Jumlah 
Poktan Poktan Poktan Poktan Uraian Yang 
BKB BKR BKL UPPKS Ada 

2 3 4 5 6 7 
Kecamatan 5 
Kelurahan 57 
PKB 51 
PPKBD 62 
SubPPKBD 849 
Jumlah 246 53 324 279 
Jumlah Keluarga yang 
menjadi sasaran 24527 42441 39252 
kelompok kegiatan 
Jumlah Keluarga yang 
menjadi anggota 6576 1273 11258 4022 
kelompok kegiatan 
Jumlah Keluarga yang 
menjadi anggota 
kelompok kegiatan 4807 811 7839 
aktiflhadir dalam 
pertemuan 
Jumlah anggota 
kelompok yang 5802 911 1819 2812 
berstatus PUS 
Jumlah anggota 
kelompok yang 
berstatus PUS dan 5336 736 1365 2188 
menjadi peserta KB 

Sumber:- Laporan Bulanan Dalap 2016 (http:lbkldm.go.1d) 
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Tahel4.14 
Sasaran dan Pencapaian Indikator KKP KKBPK 

Kota Malang Tahun 2016 
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INDIKATOR KKP SASARAN CAPAIAN 
2016 2016 

Persentase Peserta KB 
BaruMKJP 

55,93% 48,6% 

Persentase Peserta KB 28,79% 38,72% 
Aktif MKJP 
Jumlah Peserta KB Barn I 9.557 9.522 
PB 
Jumlah Peserta KB Aktif I 78.503 99.342 
PA 
Persentase Kesertaan KB 3,32% 4,402% 
Pria MOP dan Kondom 
Persentase PUS anggota 

80,42% 74,73% BKB yang her KB 
Persentase PUS anggota 

72,84% 80,79% 
BKR yang her KB 
Persentase PUS anggota 

36,32% 75,04% 
BKL yang her KB 
Persentase PUS anggota 80,05% 77,80% 
UPPKS yang her KB 

. 
Sumber : - Laporan Bulanan Dalap 2016 (http:lbkkbn.go.ul) 
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Tabel4.15 
Analisa Triangulasi Variabel Output 

dalam Efektivitas KKP KKBPK Di Kota Malang 

Topik I.1 1.2 !.4 Analisis 
Variabel KKP Sangat bagus dan perlu, Pencapaian 1. KKP sangat 
Output: merupakan agar pelaksanaan indikator KKP diperlukan, karena 
Pencapaian acuandalam program lebih terarah, untuk kesertaan her merupakan acuan 
KKP pelaksanaan ada indikator yang KB bagiPUS pelaksanaan 
KKBPK program dijabarkan sampai anggota BKB, program KKBPK. 
tahun2016 KKBPKdari kelurahan, pasti ada BKR,BKL, 2. Mekanismenya dari 

propinsi yang monitoring dari pusat, UPPKS secara propinsi berhenti 
dijabarkan propinsi dan kotaUntuk umum telah cukup sampai tingkat kota, 
sampai tingkat tahun 2016, indikator baik, yaitu namununtuk 
kota, ada pencapaian KKP melebihi target indikator PB dan 
indikator yang KKBPK adalah : yangtelah P A, langsung 
harus dicapai l.Persentase Peserta KB ditentukan, kecuali dijabarkan sampai 
setiap tahun, BaruMKJP untuk BKB dan kelurahan. 
ada monitoring 2.Persentase Peserta KB UPPKS. ~- Ada monitoring dan 
dan evaluasi. Aktif MKJP evaluasi, baik dari 

3. Jumlah Peserta KB pusat, propinsi 
Baru/PB maupun kota. 

~- Jumlah Peserta KB ~- Secara keseluruhan 
Aktif/PA pencapaian indikator 

~. Persentase Kesertaan KKP KKBPK telah 
KB Pria MOP dan melebihi target yang 
Kondom telah ditetapkan. 

6. Persentase PUS Yang tidak tercapai 
anggota BKB, BKR, adalah Persentase 

. BKL, UPPKS yang Peserta KB Baru 
berKB MKJP, Jumlah 

Dari indikator tesebut Peserta KB Baru, 
ada yang bel urn Persentase PUS 
tercapai 100 %, yaitu anggota BKB yang 
Peserta KB Baru berKB dan 
MKJP, Jumlah Pescrta Persentase PUS 
KB Baru. anggota UPPKS 

yangberKB. 
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Lanjutan Tabel 4.15 

Topik 1.2 1.4 Analisis 
Hambatan Untuk persentase peserta KB bam Persentase Indikator yang belurn 

MKJP, belum tercapai sesuai target PUS anggota memenuhi target pada 
karena su!itnyakeijasama dengan BKBdan urnumnya adalah 
rumah sakit dalam pelaksanaan UPPKS yang pencapaian kesertaan 
pelayanan KB gratis, k:hususnya berKB berKB,penyebabnya 
pelayanan MOW.Untuk pencapaian bel urn 1. adanya peraturan 
PB tidak tercapai karena belum memenuhi yang mempersulit 
tercakupnya pencatatan di pelayanan target karena keJjasa dengan rumah 
bidan dan dokter mandiri/swasta. bel urn sakit dalam pelayanan 
Kesertaan ber KB untuk PUS tercatat dan KB gratis untuk 
anggota BKB dan UPPKS belum ter!aporkan. MOW/P. 
mencapai target yang telah 2. Belum sepenulmya 
ditetapkan, karena belurn masuk tercatat dan 
amu belum tercamt saia. terlaporkan, 

I ! 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Kontrak KineJja Program ( KKP) 

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

(KKBPK) di Kota Malang, sangat diperlukan sebagai acuan 

pelaksanaan program, dimana daiarn KKP terse but rnemuat beberapa 

indikator yang harus dicapai selama satu tahun. Pencapaian indikator 

KKP ini sangat berpengaruh pada sasaran program secara umum 

yaitu pengendalian kelahiran dan Iaju pertumbuhan penduduk. KKP 

ditetapkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang 

selanjutnya dijabarkan di tingkat kota dan kelurahan .. Namun ada 

beberapa indikator yang hingga saat ini belum bisa dijabarkan sampai 

tingkat kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tingkat 

pusat, provinsi, rnaupun kota untuk penilaian kineJj a dan 

pencapaiannya. 
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Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa indikator yang belum 

mencapai target yang telah ditetapkan. Namun ada juga beberapa 

indikator yang pencapaiannya melampaui target yang telah 

ditetapkan. Untuk indikator yang belum tercapai adalah persentase 

peserta KB Baru MKJP, jumlah peserta KB Baru, persentase PUS 

anggota BKB yang ber KB , dan persentase PUS anggota UPPKS 

yang ber KB. Sedangkan yang lainnya telah melampaui target yang 

telah ditetapkan (lebih dari SO% indikator ). 

4. Variabel Outcome 

Outcome , merupakan hasil yang dicapai dari suatu program 

dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan 

bisa berupa target kineJja yang diharapkan, sedangkan outcome 

adaiah hasil nyata yang dicapai. Pengukuran outcome adalah 

mengukur kualitas output. Dengan kata lain pengukuran outcome 
I 

adaiah pengukuran dampak sosiai suatu program. Berdasarkan hasil 

wawancara, telaah dokumen dan observasi yang telah peneliti 

lakukan, outcome dalam penelitian ini adalah indikator sasaran 

program yaitu : 

1. Angka kelahiran total (TFR) per WUS (1 5-49) Tahun 

2. Prosentase pemakaian kontrasepsi (CPR). 

3. Prosentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need). 

4. Angka kelahiran pada remaja (ASFR) 15- 19 tahun. 

5. Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP). 
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6. Persentase PUS anggota BKB , BKR, BKL , UPPKS yang 

mendapat pembinaan kesertaan ber KB. 

" ..... .Pencapaian KKP KKBPK jelas mempengaruhi laju 
pertumbuhan penduduk dan jumlah kelahiran, karena jika PUS tidak 
ber KB dan mempunyai anak lebih dari dua, maka jumlah kelahiran 
akan meningkat yang menjadi faktor utama naiknya laju 
pertumbuhan penduduk ..... " (1.2) 
" ..... Secara otomatis , jika target dalam KKP terpenuhi, jumlah 
kelahiran akan cendenmg turun, walaupun TFR ini bisa dilihat lima 
tahunan, namun jika kesertaan ber KB rendah otomatis anak lebih 
dari dua dan angka kelahiran akan tinggi .... " 

" ..... Pencapaian KKP harus berorientasi pada pencapaian sasaran 
Program KKBP K secara umum , yaitu penunman fertilitas dan LP P 
, yang ditandai dengan kenaikan CPR, penurunan unmetneed, 
penurunan ASFR dan kenaikan kesertaan ber KB yang bisa dilihat 
dari anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang mendapat 
pembinaan tentang kesertaan ber KB.Oieh karena itu indikator 
dalam KKP harus memberikan kontribusi yang cztkup signiftkan 
dalam pencapaian sasaran program KKBPK .... ( 1.2) 

" ..... Hambatan dalam pelaksanaan program KKBPK yaitu dari segi 
politis, masih menganggap KB hanya sekedar pelayanan kontraspsi 
saja dan menganggap sepele urusan tersebut, tidak mengerti tentang 
program KKBPK ... " (1.2) 

" .. ... laju pertumbuhan penduduk, akan terkendali jika jumlah 
kelahiran terkendali, yang berarti kesertaan ber KB nya 
bertambahunmetneed atau PUS yang tidak ingin anak tapi tidak ber 
KB turun, kenaikan kelahiran kelompok umur remaja juga turun dan 
kesertaan ber KB untuk PUS anggota tribina dan UPPKS 
bertambah.Nah.., salah satunya adalah dengan pelayanan KB 
gratis, pembinaan kesertaan ber KB untuk anggota Tribina dan 
pembinaan anggota UPPKS, disamping pembinaan tentang strata 
kelompoknya .... " (I 3} 
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Tahel4.16 
Sasaran dan Pencapaian Program DP3AP2KB 

Kota Malang Tahun 2016 

INDIKATOR RENCANA 

Angka kelahiran total 
(TFR) per WUS (15-49) 1,76% 
Tahun. 

Prosentase pernakaian 
77,21% 

kontrasepsi (CPR). 

Prosentase kehutuhan her 
KB yang tidak terpenuhi 12,34% 
(Unmet need). 

Angka kelahiran pada 
remaja (ASFR) 15- 19 6,3% 
tahun. 
Persentase 1aju 
pertumhuhanpenduduk 0,70% 
(LPP). 
Persentase PUS anggota 
BKB , BKR, BKL, 
UPPKS yang m~;nd!lP&t 79,92% 
pemhinaan kesertaan her 
KB 

.. 
Sumber: Penelzti, 2017 
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REALISASI 
2016 

1,73% 

77,21% 

11,31% 

6,0% 

0,70% 

81,40% 
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Tabel4.17 
Analisa Triangulasi Variabel Outcome 

dalam Efektivitas KKP KKBPK Di Kota Malang 

1.2 1.3 Anal isis 
Pencapaian Indikator pencapaian sasaran Pencapaian KKP 
KKPKKBPK program KKBPK yaitu: hams berorientasi 
secara langsung l . .laju pertumbuhan penduduk pada penurunan 
berpengaruh 2. angka kelahiran. fertilitas .Pencapaian 
padalFRdan 3. kesertaan ber KB indikator KKP 

berdasarkan LPP 4. turunyYa unmetneed, berpengaruh 
Renstra 5. turunnya angka kelahiran langsung pada 

pada remaja. pencapaian sasaran 
6.naiknya PUS anggota program KKBPK 

Tribina dan UPPKS yang 
mendapatkan pembinaan 
ksssrtaan bsr KB. 

Hambatan ProgramKB 1. Sulitnya 
masih dianggap mensosialiasikan 
urusan sepele program KKBPK 
yanghanya 2. Kurangnya 
mengurusi KB dukungan politis 
saja. Hal ini dalam pelaksanaan 
sering terjadi, program KKBPK. 
bahkan wakil 
rakyatpun 
banyakyang 
masih berpikir 
seperti itu. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari enam indikator variabel 

outcome , realisasi telah memenuhi target atau rencana yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya , dapat dilakukan pengukuran efektivitas 

berdasarkan konsep efektivitas dari Mahmudi . 

Dimensi efektivitas merupakan suatu yang berkaitan dengan ukuran 

kesuksesan suatu program atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Menurut Mahmudi, pengukuran efektivitas adalah mengukur 

basil akhir suatu pe!ayanan dikaitkan dengan outputnya. Tingkat efektivitas 
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ditentukan berdasarkan indikator penilaian kinerja input, output dan 

outcome. Penilalan tersebut dapat dllihat pada tabel berlkut. 

Tabel4.18 
Penilaian Efektivitas Kontrak Kinerja Program KKBPK Kota Malang 

V ariabel Input 

Indikator 
Target Kinerja 

Capaian Kinerja Nilai 
Kinerja 

(Rencana) 2016 
(Realisasi) 2016 Kinerja 

INPUT 

Anggaran Rp9.000.000.000,00 Rp8.744.500.000,00 105,9% 
SDM 100% 
-Karyawan 116 orang 116 orang 
- Lini lapangan 914 orang 914 orang 
- Mitra kerja 384 orang 384 orang 
Sarana Prasarana 100% 
-KIEKit 57 set 57 set 
-Genre Kit 8 set 8 set 
- Perabot Kantor 6 set 6 set 
-Komputer 62 set 62 set 

Untuk variabel input, terdiri dari sumber daya manusia, anggaran serta 

sarana prasarana, penilaian kinerja selain dari basil wawancara, juga 

didukung dengan basil telaah dokurnen berupa data perbandingan antara 

realisasi atau capaian kinerja dengan rencana atau target kinerja. Dari basil 

perbandingan tersebut, dihitung nilai rata-rata, dengan basll101,9 %. 

Keterangan 

Rerata= 
101,9% 
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Tabel4.19 
Penilaian Efektivitas Kontrak Kinerja Program KKBPK Kota Malang 

V arlabel Output 

Target Capaian 
Indikator Kinerja Kinerja Nilai 

Keterangan Kinerja (Rencana) (Realisasi) Kinerja 
2016 2016 

OUTPUT: 

Persentase Peserta KB Rerata= 

BaruMKJP 
55,93% 48,6% 86,89% 120,87% 

Persentase Peserta KB 
28,79% 38,72% 134,49% 

Aktif MKJP 
Jumlah Peserta KB 

9.557 9.522 99,63% 
Baru/PB 
Jumlah Peserta KB 

78.503 99.342 126,55% 
Aktif/PA 
Persentase Kesertaan 
KB Pria MOP dan 3,32% 4,402% 132,59% 
Kondom 
Persentase PUS 
anggota BKB yang 80,42% 74,73% 92,92% 
berKB 
Persentase PUS 
anggota BKR yang 72,84% 80,79% 110,91% 
berKB 
Persentase PUS 
anggota BKL yang 36,32% 75,04% 206,61% 
berKB 
Persentase PUS 
anggota UPPKS yang 80,05% 77,80% 97,19% 
berKB 

Tabel 4.19 menunjukkan nilai kinerja dari variabel output, dalam hal ini 

adalan indikator pencapaian kontrak kineJja program KKBPK tahun 2016. 

Nilai kinerja adalah perbandingan antara capaian atau realisasi kinerja 

dibagi dengan target atau rencana tahun 2016. Ada empat indikator yang 

pencapaiaunya belum 100 %, yaitu persentase peserta KB baru MKJP, 

jumlah peserla KB baru, Persentase PUS anggota BKB dan UPPKS yang 
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ber KB. Dari sembilan item variabel output tersebut, dihitung rata-rata 

mendapatkan hasil 120,87 %. 

Tabel4.20 
Penilaian Efektivitas Kontrak Kineija Program KKBPK Kota Malang 

V ariabel Outcome 

Target Capaian 
Indikator Kineija Kinelja Nilai 

Keterangan Kinerja (Rencana) (Realisasi) Kinerja 
2016 2016 

OUTCOME: 

Angka kelahiran total Rerata= 
(TFR) per WUS (15- 1,76% 1,73% 101,73% 102,94% 
49)Tahun. 
Prosentase pemakaian 

77,21 % 77,21 % 100% 
kon~epsi (CPR). 
Prosentase kebutuhan 
ber KB yang tidak 

12,34% 11,31 % 109,10% 
terpenuhi (Unmet 
need). 
Angka kelahiran pada 
remaja (ASFR) 15- 6,3% 6,0% 105% 
19tahun. 
Persentase laju 
pertumbuhan 0,70% 0,70% 100% 
penduduk (LPP). 
Persentase PUS 
anggota BKB , BKR, 79,92% 81,40% 101,85% 
BKL , UPPKS yang 
mendapat pembinaan 
kesertaan ber KB 

Dalam tabel 4.20 diatas , ada dua cara dalam menilai kinerja variabel 

outcome. Untuk capaian kinerja outcome yang hasilnya diharapkan lebih 

rendah dari target maka nilai kinerja dihitung dengan target kinerja outcome 

dibagi capaian kinerja outcome. (Mahmudi, 2015 : 109). Dalam hal ini 

adalah angka kelahiran total (TFR), ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet 

need), Angka kelahiran pada remaja (ASFR) 15- 19 tahun., dan Persentase 
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laju pertumbuhan penduduk (LPP). Sedangk:an jika capaian kinerja outcome 

yang hasilnya diharapkan lebih tinggi dar! target, maka nilai kinerja dihitung 

dengan capaian kineJja oucome dibagi target kineJja outcome.(Mahmudi, 

2015 : 1 09), dalam hal ini adalah Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) 

dan Persentase PUS anggota BKB , BKR, BKL , UPPKS yang mendapat 

pembinaan kesertaan her KB. 

Dari ketiga tabel diatas nilai efektivitas dapat ditentukan dengan rumus : 

EFEKTIVITAS = Nilai Kinerja Outcome 
X 100% 

Nilai Kinerja Output 

= 102,94 
X 100% 

120,87 

= 85,17% 

Dar! hasil perhitungan diatas, berdasarkan Kriteria Efektivitas dar! 

Mahmudi, yaitu : 

NO 
1 
2 
3 
4 

Tabel4.21 
Rasio Efektivitas 

Nilai Kinerja Efektivitas 
L~bih,<!ari _a tau .SJJ.ma de_l}g;m 1 00 %> -~ , · 
85 sam\llll'aengan:·g-g·%""" -·- .. 
65 sampai dengan 84 % 
Kurang dari atau sama dengan 65 % 

Sumber : Mahmud~ 115 

Keterangan 
__ Efektif 

Cukup Efektif 
Kurang Efektif 
Tidak Efektif 

Hasil perhitungan dengan membandingk:an nilai kinerja outcome dibagi 

nilai kinerja output menunjukkan angk:a 85,17 %, berada pada kriteria 

cukup efektif. Maka dapat ditentukan bahwa penetapan Kontrak Kineija 

Program (KKP) Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga di Kota Malang selama Tahun 2016, cukup efektif dalam 
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mencapai sasaran program seara keselurahan yang tertuang dalam 

rencana strategis pembangunan kependudukan dlkota malang, yaitu 

tercapainya penurunan TFR (Total Fertility Rate) dan penurunan LPP ( 

Laju Pertumbuhan Penduduk ),yang ditandai dengan kenaikan CPR ( 

Peserta KB) , penurunan umnetneed , penurunan ASFR, serta kenaikan 

PUS anggota kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang 

mendapatkan pembinaan kesertaan ber KB. 

C.Pembahasan 

Pembahasan basil penelitian merupakan penafsiran terhadap basil akhir 

pengujian data dengan teoridan konsep para ahli , sehingga bisa 

mengembangkan teori atau menemukan teori baru, serta mendeskripsikan dari 

data dan fakta dilapangan. Dalam pembahasan tentang Efektivitas Kontrak 

Kinerja Program (KKP)Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK) Di Kota Malang tahun 2016, temuan basil penelitian 

dilapangan dibahas dengan dasar operasional teori dan konsep efektivitas dari 

Mahmudi ( Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2015)yang disebut dengan 

pengukuran kinerja value for money. Konsep ini mengatakan bahwa untuk bisa 

mengukur efektivitas suatu program langkah pertarna adalah menentukan rnisi, 

visi, tujuan, sasaran dan target kinerja. Tahap berikutnya adalah pengembangan 

metodologi penilaian kinerja berdasarkan indikator dan pengukuran indikator 

input, output dan outcome. lndikator kinerja harus dikaitkan dengan 

pencapaian target kinerja, tujuan, visi dan misi organisasi.Kelebihan dari 
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konsep ini adalah , suatu organisasi dapat membuat berbagai ukuran kinerja 

yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas dan manfaat sosial neto. 

Dalam pembahasan penelitian ini, disesuaikan dengan rumusan 

permasalahan dan fokus penelitian yang telah dijelaskan didepan. Pengukuran 

Efektivitas Kontrak Kinerja Program Kependudukan Keluarga Berencana dan 

Pembangnnan Keluarga Di Kota Malang, berdasarkan variabel input, output 

dan outcome. 

1. Variabellnput 

a. Sumber daya manusia 

Dari hasil penelitian Efektivitas Kontrak Kinerja Program 

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangnnan Keluarga Di 

Kota Malang, secara kuantitas sumber daya manusia yang ada dalam 

pelaksanaan program yang ada di DP3AP2KB Kota Malang terdiri 

seluruh karyawan berjumlah 116 orang, IMP sebanyak 914 orang, serta 

mitra kerja yaitu tenaga medis sebanyak 186 orang dokter dan 198 

bidan yang telah mendapatkan pelatihan bidang KB. Disamping itu ada 

pula beberapa tenaga kontrak yang diperlukan sebagal tenaga 

administrasi.Hal ini dirasa telah cukup,terbukti dengan jumlah sumber 

daya manusia yang ada telah dapat meningkatkan pencapaian program 

pada tahun 2016. Namun untuk tenaga penyuluh dilapangan (PKB) 

jumlahnya terns mengalarni penurunan karena memasuki masa pensiun. 

Dari segi kualitas , sumber daya manusia yang tersedia sebagai 

pelaksana program terutama ujung tombak dilapangan yaitu IMP, 

mengalarni penurunan sebagai akibat bertambahnya usia dan tidak ada 
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pergantian yang baru.Dalam rangka peningkatan kualitas SDM telah 

diadakan berbagal pelatlhan dan pembinaan, Iomba dan jambore. 

Selain untuk peningkatan kualitas, juga sebagai reward terutama untuk 

pelaksana dilapangan. 

Menurut Sayuti Hasibuan (2000:5 sumber daya manusia adalah 

semua manusia yang terlibat dan beke!ja di dalam suatu organisasi 

dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut 

Sedangkan MTE. Hariandja (2002:2) menyatakan bahwa, SDM 

merupakan faktor yang sangat penting dan merupakan penggerak dalam 

sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu harus 

dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

organisasi. Tanpa sumber daya manusia sebuah organisasi tidak akan 

berfungsi dan sumber daya Iainnya tidak akan berarti. 

b. Anggaran 

Anggaran merupakan perkiraan mengenai penerimaan dan 

pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. 

Anggaran negara ada dua yaitu : 

a. APBN : rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh DPR. 

b. APBD : rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

disetujui oleh DPRD 

Anggaran untuk pelaksanaan program KKBPK telah 

dialokasikan baik dari APBN dan APBD leblh kurang delapan milyar 
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rupiah, yang berarti lebih kecil dari anggaran yang direncanakan yaitu 

sebesar sembilan milyar rupiah. Selaln darl APBN dan APBD, juga 

diperoleh dari cukai, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 75 Tahun 2015. Namun demikian alokasi dana untuk pelatihan 

dan honor IMP ( Institusi Masyarakat Perkotaan) sebagal ujung tombak 

pelaksana program di1apangan belum optimal. Untuk pelaksanaan 

pelatihan dan pembinaan dirasa kurang intensif. Selain itu , secara 

' kuantitas, juga kurang dalam arti tidak semua kader atau IMP yang ada 

dapat diikutkan pelatihan. Hal ini karena keterbatasan dana. 

Penetapan anggaran sudah semestinya berbasis pada kineJja, 

sehingga lebih mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) 

dan dampak (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan. 

Pencapaian pelaksanaan anggaran dapat diukur menurut aspek aspek 

ekonomi. Pemanfaatan sumber daya dibawah anggaran menunjukkan 

adanya penghematan , sebaliknya pemanfaatan sumber daya melebihi 

anggaran menunjukkan adanya pemborosan. 

Pada penelitian ini, realisasi penggunaan anggaran dibawah dari 

rencana anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan dari 

aspek ekonomi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program 

KKBPK masih dalam tarafrelatifhemat. 

c. Sarana dan Pasarana 

Secara umum sarana dan ptasarana adalah alat penunJang 

keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan 

publik. Menurut Moenir (1992:11), sarana dan prasarana merupakan 
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seperangkat alat yang digunakan dalarn suatu proses kegiatan baik 

sebagai peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang berftmgsi 

untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. 

Moenir (2000:120) membagi sarana dan prasarana berdasarkan 

kegunaannya, menjadi : 

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berftmgsi langsung 

sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi 

memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya. 

2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai 

alat pembantu tidak langsung dalarn produksi, mempercepat proses, 

membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan. 

3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang 

berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya 

mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin 

pembangkit tenaga. 

Berdasarkan basil penelitian, untuk sarana dan prasarana, dalam 

tahun 2016 telah disediakan alat kontrasepsi yang memadai disetiap 

fasilitas pelayanan kesehatan dan KB. Selain itu dalam rangka 

pembinaan kesertaan ber KB telah dialokasikan pengadaan media dan 

sarana KIE KB. Juga telah dilakukan kerja sama dalam rangka KlE 

KB melalui media cetak dan elektronik, dalam hal ini melalui siaran 

radio. 

Dengan kata lain ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 

pelaksanaan program telah tersedia cukup baik, namun untuk 

43366.pdf



130 

DP3AP2KB masih perlu dilengkapi, tapi hal ini tidak berdampak terlalu 

besar pada pencapaian program. 

Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang 

dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output. 

Sedangkan output adalah hasil langsung dari suatu proses. Secara 

keseluruhan variabel input dalam pengukuran efektivitas Kontrak 

Kinerja Program (KKP) Kependudukan Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kota Malang untuk tahun 2016, 

yang teridiri dari sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana 

menurut perbandingan antara input rencana anggaran dengan input 

realisasi (capaian), menghasilkan angka 101,9 % yang berarti kriteria 

nilai kinerjanya ekonomis ,yaitu pemanfaatan sumber daya dibawah 

anggaran.Sedangkan output yang dihasilkan telah mencapai 120,87 %. 

Hal ini menunjukkan adanya penghematan, dapat diartikan bahwa 

untuk menghasilkan output yang telah ditetapkan , anggaran yang 

digunakan dibawah anggaran yang direncanakan. 

2. Variabel Output 

Pengukuran . nilai kinerja output, telah dilakukan berdasarkan 

pencapaian (realisasi) dibandingkan rencana yang telah ditetapkan dalam 

kontrak kineJ:ja untuk tahun 2016. Dari sembilan indikator Kontrak KineJ:ja 

Program (KKP) Kependudukan Ke1uarga Berencana dan Pembangunan 

Ke1uarga (KKBPK) ada beberapa indikator yang belum tercapai seratus 

persen dari kontrak yang telah ditetapkan, yaitu persentase peserta KB 

barn MKJP, hanya tercapai 86,89 % dari target yang telah ditetapkan, 
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jumlah peserta KB Baru I PB ,hanya tercapai 99,63 %, persentase PUS 

anggota BKB yang ber KB yang hanya tercapai 92,92 % dan yang terakhir 

adalah persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang ber KB hanya 

tercapai 97,19 %. Dari ke empat indikator yang belum tercapai tersebut, 

berkaitan dengan kesertaan ber KB. Hal ini disebabkan adanya Perda yang 

mengatur biaya pelayanan KB khususnya pelayanan MOW yang cukup 

mahal. Sementara alokasi anggaran untuk pelayanan gratis terbatas, 

sehingga sulit untuk bekerja sama dengan rumah sakit yang ada. Hal ini 

menjadikan kegiatan pelayanan KB gratis , khususnya untuk MKJP 

(MOW dan MOP) sulit dilaksanakan. Penyebab lain adalah cakupan 

pencatatan akseptor baru belum sepenuhnya , terutama untuk pelayanan 

pada bidan dan dokter mandiri/swasta. Hal ini karena adanya aturan 

bahwa pelayanan KB pada dokterlbidan mandiri/swasta harus tercatat di 

puskesmas yang ada, sementara karena keterbatasan personil dipuskesmas 

belum semua melakukan hal tersebut. Sehingga secara otomatis basil 

pelayanan tersebut belum tercatat dan terlaporkan. 

Untuk indlkator PUS anggota kelompok kegiatan BKB dan UPPKS 

yang berKB untuk tahun 2016 belum mencapai target yang telah 

ditetapkan. Hal ini dikarenakan belum tercatat dan belum terlaporkan. 

Perjanjian kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur dengan DP3AP2KB Kota Malang tentang pencapaian kinerja 

bersama program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga serta 

kegiatan yang dilaksanakan di Kota Malang, dimana perjanjian kerjasama 

ini dalam implementasinya bertujuan untuk mencapai sasaran kinerja 
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bersama program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK) secara maksimal di Provinsi Jawa Timur sampai 

dengan akhir tahun 2016 yang berbasis kinerja dan selanjutnya dituangkan 

dalam indikator kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Jawa Timur dan digunakan 

sebagai alat ukur prestasi kinerja. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini 

meliputi pencapaian Indikator Sasaran Kinerja serta Ketepatan dan 

Kecepatan mekanisme pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berbasis IT. 

Secara keseluruhan nilai indikator kinerja yaitu kontrak kinerja 

program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

(KKBPK) Kota Malang tahun 2016 hila dibandingkan antara capaian 

kinerja dan target kinerja , menunjukkan angka 120,87 % yang berarti 

pencapaian Kontrak Kinerja Program (KKP) cukup baik, target yang 

ditetapkan dapat terpenuhi. 

3. Variabe1 Outcome 

Pengukuran outcome merupakan pengukuran dampak sosial suatu 

program terhadap masyarakat. Dalam hal ini ada enam indikator, yang 

satu sama lain saling terkait. Pada dasamya ada dua indikator utama 

dalam mengukur keberhasilan dampak penetapan kontrak kinerja 

program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK) terhadap pencapaian sasaran program KKBPK 

secara keseluruhan. Kedua indikator tersebut adalah penurunan TFR I 
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Total Fertility Rate pada WUS (wanita usia subur umur 15- 49 tahun) 

serta penurunan 1aju pertumbuhan penduduk (LPP) dlkota Malang. 

Pencapaian dua indikator ini ditandai oleh empat indikator yaitu kenaikan 

CPR/ Contraceptive Prevalancy Rate atau tingkat kelangsungan 

pemakaian kontrasepsi pada wanita usia subur, penurunan persentase 

kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi I Unmetneed ( jumlah pasangan 

usia subur yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak Jagi dan tidak 

menggunakan alat kontrasepsi, penurunan angka kelahiran pada 

kelompok umur tertentu I ASFR (Age Specific Fertility Rate ) dan 

kenaikan persentase pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok 

kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang mendapatkan pembinaan 

kesertaan ber KB. Hal ini sesuai dengan Rencana Strategis DP3AP2KB 

Kota Malang tahun 2014-2018. Berdasarkan analisis hasil penelitian 

untuk TFR Kota Malang, jika dibandingkan dengan tahun 2015 , 

mengalarni penurunan dari 1,78 % menjadi 1,73 % pada tahun 2016. 

Sedangkan hila dibandingkan dengan rencana tahun 2016 sebesar 1,76% 

dan tereallsasl sebesar 1, 73 %. Hal lni merupakan dampak dar! 

pencapaian indikator KKP yang merupakan target atau acuan 

pelaksanaan program Keluarga Berencana dikota Malang. Secara umum 

pencapaiakn Indikator Kinerja Program Kependudukan Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berorientasi pada 

penurunan fertilitas. Penurunan TFR ini secara signifikan berdampak 

pula pada penurunan laju pertumbuhan penduduk/ LPP kota Malang. Jika 

dibandingkan dengan LPP tahun 2015 yaitu 0,75% turun menjadi 0,70% 
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pada tahun 2016. Hal ini sesuai dengan target atau rencana tahun 2016. 

Sedangkan kenaikan CPR yaitu 77,07% pada tahun 2015 naik menjadi 

77 ;2.1 % pada tahun 2016, hal ini berarti tercapai sesuai dengan rencana 

yang ditetapkan pada tahun 2016. Selain kenaikan CPR, penurunan TFR 

dan LPP juga dipengaruhi oleh penurunan unmetneed, yaitu 12,49 % 

pada tahun 2015 turun menjadi 11,31 % pada tahun 2016. Jika 

dibandingkan dengan rencana tahun 2016 yaitu sebesar 12,34 % telah 

tercapai sebesar 11,31 %. Indikator lain yang berpengaruh adalah 

penurunan ASFR, yaitu 6,4 % pada tahun 2015 turun menjadi 6,0 % 

pada tahun 2016. Yang terakhir adalah, indikator persentase PUS anggota 

BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang mendapatkan pembinaan kesertaan 

ber KB. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 78,27 % maka pada 

tahun 2016 naik menjadi 81,40 %. Untuk indikator TFR, LPP, 

Unmetneed, dan ASFR semakin kecil persentasenya , maka makin 

berhasil suatu program. Sebaliknya untuk indikator CPR dan pembinaan 

kesertaan ber KB bagi anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKS makin 

besar persentasenya maka makin berhasil pencapaian progranmya.Secara 

umum enam indikator dalam varibel outcome yang merupakan sasaran 

program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK) di Kota Malang tahun 2016 jika dibandingkan 

antara capaian dan target kinerjanya menunjukkan angka 1 02,94 %, yang 

berarti sasaran yang direncanakan telah tercapai. 

Pengelolaan operasional kegiatan program KKBPK dilakukan 

dengan menggerakkan selurub potensi masyarakat dalam 
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upayapeningkatan pelayanan program Kependudukan Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik secara kualltatif 

rnaupun kuantitatif melalui instansi terkait di Kota Malang atau mitra 

kerja terkait yang telah digalang oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur. Dengan instansi terkait antara Jain dengan Dinas Kesehatan, 

Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Badan Pusat 

Statistik!BPS, Organisasi Profesi (IDI,IBI), Rumah Sakit 

Pemerintah/Swasta, TNI, Polri, PKK, FKUB, Pramuka, Koalisi Indonesia 

untuk Kependudukan dan Pembangunan, Organisasi Keagamaan, LSOM, 

Toma, Toga serta mitra terkaitnya Jainnya diwilayah kota Malang. 

Pengelolaan kegiatan operasional ini sesuai dengan lingkup perjanjian 

kerjasama dengan menganut asas efektif dan efisien. 

Berdasarkan hasil penelitian dan didukung oleh analisis data, 

dimana efektivitas diukur dengan membandingkan nilai kinerja outcome 

dan nilai kinerja output, maka dari hasil perhitungan tersebut , 

berdasarkan rasio efektivitas menunjukkan angka yang berada dalam 

kriteria cukup efektif, yaitu 85, 17 %.Hal ini dapat diartikan bahwa 

Kontrak Kinerja Program Kependudukan Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga cukup efektif dalam rangka menekan angka 

kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk , khususnya di Kota Malang. 

Berikut adalah tabel pembahasan penelitian dengan konsep 

efektivitas menurut Mahmudi. 
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Tabel4.22 
Pembahasan dan Temuan Dilapangan 

No Variabel Pembahasan Temuan Dilapangan 

I Input Sumberdaya I. Sumber daya manusia pendukung pelaksanaan program 
manusia, anggaran, KKBPK pada DP3AP2KB adalah seluruh karyawan 
sarana dan prasarana berjumlah 116 orang, IMP sebanyak 914 orang, serta 
yang digunakan mitra kerja yaitu tenaga medis sebanyak 186 orang 
dalam pelaksanaan dokter dan 198 bidan yang telah mendapatkan pelatihan 
program serta bidang KB SDM 
bambatan dalam Hambatan: 
pelaksanaannya • Jumlah karyawan yang makin berkurang, khususnya 

PKB. 
~- Alokasi dana dalam pelaksanaan program KKBPK dan 

pencapaian KKP diperoleh dari APBN dan APBD 
Hambatan: 
• Dana untuk pelatihan dan honor IMP masih kurang 

karena keterbatasan dana. 
3. Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan 
program , khususnya kebutuhan dilapangan cukup baik, 
namun untuk di DP3AP2KB sebagai pendukung 
pelaksanaan program masih kurang memadai. 
Hambatan: 
• Untuk di DP3AP2KB sebagai pendukung 

pelaksanaan program memerlukan sepeda motor. 
o Peralatan kantor kurang memadai 

2 Output Pencapaian indikator Secara keseluruhan pencapaian indikator KKP KKBPK 
KKP KKBPK, dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Yang tidak 
hambatan tercapai adalah Persentase Peserta KB Baru MKJP, Jumlah 
pelaksanaan program Peserta KB Baru, Persentase PUS anggota BKB yang ber 

KB dan Persentase PUS anggota UPPKS yang ber KB. 
Hambatan: 
Indikator yang belum memenuhi target pada umumnya 
adalah pencapaian kesertaan ber KB, penyebabnya : 
• adanya peraturan yang mempersulit kerjasa dengan 

rumah sakit dalam pelayanan KB gratis untuk MOW/P 
o Bslum SGJ>Ilnuhnya tsrcatat dan tsrlaporkan 

3 Outcome Mampu Pencapaian indikator KKP berpengaruh langsung pada 
mengendalikan pencapaian sasaran program KKBPK 
angka kelahiran dan Hambatan: 
laju perturnbuhan • Sulitnya mensosialiasikan program KKBPK 
penduduk di Kota • Kurangnya dukungan politis dalam pelaksanaan program 
Malang KKBPK 
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4. Faktor pendukung dan penghambat pencapaian KKP KKBPK di 

Kota Malang 

Sesuai dengan rumusan masalah, selain untuk menganalisis 

efektivitas Kontrak KineJja Program (KKP) Kependudukan Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga(KKBPK), penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

pencapaian Kontrak KineJja Program (KKP) Kependudukan Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), di Kota Malang. 

Berdasarkan basil penelitian, yaitu wawancara mendalam dan didukung 

dengan data dilapangan faktor pendukung dan penghambat tersebut adalah 

1. V ariabel Input 

a. Sumber Daya Manusia 

1. Faktor Pedukung 

a. Jumlah seluruh karyawan DP3AP2KB, tenaga kontrak dan 

pelaksana program dilapangan sebagai ujung tombak yaitu 

seluruh IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan) PPKBD , Sub 

PPKBD, serta mitra kerja yaitu tenaga medis dokter dan 

biuan yang teluh melaJ...-ukan pclayanan KB. 

b. Adanya kegiatan pelatihan dan pembinaan, penguatan lini 

lapangan, Iomba-lomba dan jambore sebagai wahana 

menambah pengetahuan dan sistem reward dalam 
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peningkatan kinerja pengelola program Kependudukan 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 

2. Faktor Penghambat : 

a. Jurnlah karyawan yang makin berkurang, khususnya 

Penyulub Keluarga Berencana karena memasuki masa 

pensmn. 

b. Tidak semua pelatihan yangdiadakan dapat diikuti peserta 

karena sulitnya mendapatkan ijin mengikuti pelatihan. 

b. Anggaran I Dana 

1. Faktor Pendukung 

a. Adanya dukungan dana dari APBN, APBD serta hasil cukai 

rokok. 

2. Faktor Penghambat 

a. Kurangnya alokasi dana untuk pelatihan secara intensif . 

b. Kurangnya alokasi dana untuk honor IMP. 

c. Sarana dan Prasarana 

1. Faktor Pendukung: 

a. Cukupnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan program dilapangan, yaitu alat kontrasepsi, KIE 

Kit serta media penyuluban. 

b. Adanya kerjasama dalam pdaksanaan KlE ( Komunikasi 

Informasi dan Edukasi) melalui media yaitu radio. 

2. Faktor Penghambat : 
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a. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di DP3AP2KB, 

khususnya untuk memantau pelaksanaan program 

dilapangan. 

b. Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran yang ada di 

DP3AP2KB. 

2. Variabel Output 

1. Faktor Pendukung 

a. Adanya momen kegiatan pelayanan KB gratis seperti TMKK (Tim 

Manunggal KB Kesehatan) yang bekerja sarna dengan 1NI, Satuan 

Gerak PKK , blusukan dengan Wallkota Malang, yang dapat 

meningkatkan pencapaian kesertaan her KB. 

2. Faktor Penghambat : 

a. Adanya Perda yang mengatur tentang biaya pelayanan KB untuk 

rumah sakit, sehingga sulit untuk mengadakan kerjasama dalam 

kegiatan pelayanan KB gratis dengan biaya yang lebih rendah. 

b. Adanya peraturan tentang pencatatan dan pelaporan basil pelayanan 

bidan!bokter mandiri/swasta hams dicatat dan dilaporkan oleh 

puskesmas , namun karena keterbatasan personil puskesmas hal ini 

belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga belum semua basil 

pelayanan dokter/bidan mandiri tercatat dan terlaporkan. 

3. Variabel Outcome 

1. Faktor Pendukung : 
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a. Adanya kepedulian dari pihak lain tentang Program Kependudukan 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yang 

dilakukan dengan kerjasama antara DP3AP2KB dengan Dinas 

Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, 

Badan Pusat Statistik/BPS, Organisasi Profesi (IDI,IBI), Rumah 

Sakit Pemerintah/Swasta, TNI, Polri, PK.K, FKUB, Pramuka, 

Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, 

Organisasi Keagamaan, LSOM, Toma, Toga yang ada di kota 

Malang. 

2. Faktor Penghambat : 

a. Program KB masih dianggap urusan sepele yang hanya 

mengurusi pelayanan kontrasepsi saja. Hal ini sering terjadi, 

bahkan wakil rakyatpun banyak yang masih berpikir seperti itu, 

sehingga dikhawatirkan berdampak pada pengesahan anggaran 

(APBD). 
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Penelitian tentang Efektivitas Kontrak KineJja Program (KKP) 

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di 

Kota Malang, dengan konsep efektivitas menurut Mahmudi, berdasarkan 

tujuan penelitian , basil penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan : 

1. Kontrak KineJja Program (KKP) sangat diperlukan, karena merupakan 

acuan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK), dengan mekanisme dari propinsi 

berhenti sampai tingkat kota, namun untuk indikator PB dan P A, langsung 

dijabarkan sampai tingkat kelurahan, ada monitorong dan evaluasi, serta 

pencapaian Kontrak KineJja Program (KKP) harus berorientasi pada 

penurunan fertilitas 

2. V ariabel Input , 

a Sumber Daya Manusia 

Dengan jumlah seluruh karyawan, pelaksana program dilapangan , 

ruitra keJj a , serta partisipasi dan peranserta masyarakat dalam 

pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK), sejumlah 1030 orang yang telah 

mendapatkan pelatihan dan pembinaan tentang Kependudukan 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dirasa 

telah cukup. Hal ini terbukti rnampu meningkatkan pencapaian 

program pada tahun 2016. 
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b. Anggaran 

Pada penelitian ini, realisasi penggunaan anggaran yaitu seebesar 

kurang Jebib delapan milyar rupiah Jebib kecil dari rencana anggaran 

yang telah ditetapkan yaitu sembilan milyar rupiah. Sehingga dapat 

dikatakan dari aspek ekonomi anggaran yang digunakan dalam 

pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK), masih dalam tarafrelatifhemat. 

c. Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program 

telah tersedia cukup baik, namun untuk DP3AP2KB masih perlu 

dilengkapi, tapi hal ini tidak berdampak ter!alu besar pada pencapaian 

program. 

Secara keseluruhan variabel input dalam pengukuran efektivitas 

Kontrak Kinerja Program (KKP) Kependudukan Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), di Kota Malang untuk tahun 

2016, yang teridiri dari sumber daya manusia, anggaran dan sarana 

prasarana menurut perbandingan antara input rencana anggaran 

dengan input realisasi ( capaian), menghasilkan angka I 0 I ,9 % yang 

berarti kriteria nilai kinerjanya ekonomis , yaitu pemanfaatan sumber 

daya dibawah anggaran. Sedangkan output yang dihasilkan telah 

mencapai 120,87 %. Hal ini menunjukkan adanya penghematan, 

dapat diartikan bahwa untuk menghasilkan output yang telah 

ditetapkan , sumber daya yang digunakan dibawah anggaran yang 

direncanakan. 

43366.pdf



143 

3. Variabel output, secara keseluruhan nilai indikator kinelja yaitu kontrak 

kinelja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK),Kota Malang tahun 2016 hila dibandingkan antara 

capaian kinelja dan target kinelja, menunjukkan angka 120,87 % yang 

berarti pencapaian Kontrak Kinelja Program (KKP) cukup baik, target 

yang ditetapkan dapat terpenuhi. 

4. Secara umum enam indikator dalam varibel outcome yang merupakan 

sasaran program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK), di Kota Malang tahun 2016 jika dibandingkan 

antara capaian dan target kinerjanya menUiijukkan angka 102,94 %, yang 

berarti sasaran yang direncanakan telah tercapai. 

5. Berdasarkan hasil penelitian dan didukung oleh analisis data, dimana 

efektivitas diukur dengan membandingkan nilai kinerja outcome dan nilai 

kinelja output, maka dari hasil perbitungan tersebut , berdasarkan rasio 

efektivitas menunjukkan angka yang berada dalam kriteria cukup efektif, 

yaitu 85,17 %. Hal ini dapat diartikan bahwa Kontrak Kinerja Program 

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga cukup 

efektif dalam rangka menekan angka kelabiran dan laju pertumbuhan 

penduduk , khususnya di Kota Malang. 

B. SARAN 

Untuk mengatasi hambatan yang ada , dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 
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1. Perlu adanya penerimaan personil, khusnya penyuluh keluarga berencana 

sebagai pelaksana program dilapangan. 

2. Perlu adanya pembekalan ilmu tentang Kependudukan Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) : 

3. Menambah alokasi anggaran , terutama untuk pengadaan pelatihan dan 

honor IMP agar menambah semangat mereka dalam melaksanakan 

program. 

4. Menambah sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunJang 

kelancaran pelaksaan program. 

5. Perlunya penambahan alokasi untuk pelayanan KB gratis terutama 

MOW/MOP terkait Perda tentang biaya pelayanan KB untuk rumah sakit 

yang sangat mahal. 

6. Menetapkan kebijakan terhadap bidan/dokter mandiri/ swasta untuk 

melaporkan basil pelayanan KB mereka. 

7. Perlunya peningkatan KIE dan advokasi kepada lembaga eksekutif dan 

legislatif tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga(KKBPK) secara keselurahan , artinya program 

KB tidak hanya pelayanan kontrasepsi saja. 
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Informan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana KotaMalang 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama 
Umur 
Jeniskelamin 
Pendidikanterakhir 
Masakerja 
Tanggal 
Alamat 

DAFTAR PERTANYAAN 

Ukuran efektivitas Kontrak Kineija Program dengan pendekatan 

I. V ariabel Input 
a. Bagaimana kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Malang sebagai pelaksana program KKBPK? Q.l 

b. Bagaimana upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tersebut? Q.2 
c. Hambatan apa yang dihadapi terkait SDM dalam pelaksanaan program 

KKBPK?Q.3 
d. Bagaimana kecukupan dana I anggaran dalam pelaksanaan program 

KKBPK?Q.4 
e. Darirnana saja surnber dana untuk pelaksanaan program KKBPK? Q.5 
£ Kendalaapa yang dihadapiterkait ketersediaan dana? Q.6 
g. Bagaimana kecukupan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan 

program KKBPK? Q.7 
h. Bagaimana kondisi sarana prasarana tersebut? Q.8 
1. Kendalaapa yang dihadapiterkaitsaranaprasana pelaksanaan program 

KKBPK?Q.9 
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2. V ariabel Output 
a Apakah Bapak/Ibu mengetahuitentangKKP (Kontrak Kinerja Program) ? 

Q.lO 
b. Bagaimanamekanisme penetapan KKP tersebut? Q.ll 
c. Apakahdilaksanakan monitoring danevaluasi dalam pencapaian KKP 

tersebut? Q .12 
d. Bagaimanadampakditetapkannya KKP terhadap pelaksanaan program 

KKBPK di Kota Malang? Q.13 
e. Setelah ditetapkannya Kontrak KineJja Program, bagaimana pencapaian 

dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga di Kota Malang ? Apakah semua sasaran yang telah ditetapkan 
dapat dicapai? Q.14 

f. Kendalaapa yang dihadapiterkaitdenganpenetapan Kontrak Kinerja 
Program Kependudukan Keluarga Berencaua dan Pembangunan Keluarga 
?Q.l5 

3. Variabel Outcome 
a. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, yaitu penurunan TFRdan LPP? Q.16 
b. Bagaimana kontribusi pencapaian .KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khususnya dalam meningkatkan CPR? Q.17 
c. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, k.hususnya dalam menurunkan angka umnetneed? Q.18 
d. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, k.hususnya dalam menurunkan angka ASFR? Q.l9 
e. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, k.hususnya dalam meningkatkan pembinaan kesertaan ber KB 
bagi PUS anggota Tribina d<UI UPPKS? Q.20 

f. Secara umum, Bagaimana dukungan dan hambatan yang dihadapi oleh 
DP3AP2KB dalam pelaksanaan program KKBPK? Q.21 
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Informan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ma!ang 

IDENTITAS RESPONDEN 
Nama 
Umur 
Jeniskelarnin 
Pendidikanterakhir 
Masakelja 
Tanggal 
Alamat 

. 
0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . ................................... . 

. 
o oooooooOooooooooooooooouooooooooooo 

DAFTARPERTANYAAN 

Ukuran efektivitas Kontrak Kinelja Program dengan pendekatan 
1. V ariabel Input 

a. Bagaimana kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, PerlindunganAnak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga 
Berencana Kota Malang sebagai pelaksana program KKBPK? 

b. Bagaimana upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tersebut? 
c. Hambatan apa yang dibadapi terkait SDM dalam pelaksanaan program 

KKBPK? 
d. Bagaimanakecukupandana I anggaran dalam pelaksanaan program 

KKBPK? 
e. Darimanasajasumberdanauntuk pelaksanaan program KKBPK? 
f. Kendalaapa yang dibadapiterkait ketersediaan dana? 
g. Bagaimana kecukupan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan 

program KKBPK? 
h. Bagaimana kondisi sarana prasarana terse but? 
1. Kendalaapa yang dibadapiterkaitsaranaprasana pelaksanaan program 

KKBPK? 

2. V ariabel Output 
a. Apakah Bapakllbu mengetahuitentangKKP (Kontrak Kinelja Program) 

? 
b. Bagaimana mekanisme penetapan KKP terse but ? 
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c. Apakah dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian KKP 

terse but? 
d. Bagaimana dampak ditetapkannya KKP terhadap pelaksanaan program 

KKBPK di Kota Malang? 
e. Setelah ditetapkannya Kontrak Kinerja Program, bagaimana 

pencapaian dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga di Kota Malang ? Apakah semua sasaran yang 
telah ditetapkan dapat dicapai ? 

f. Kendalaapa yang dihadapi terkait dengan penetapan Kontrak Kinerja 
Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga? 

3. V ariabel Outcome 
a. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapruan sasaran 

program, yaitu penurunan TFR dan LPP ? 
b. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khususnya dalam meningkatkan CPR? 
c. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khususnya dalam menurunkan angka umnetneed? 
d. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khususnya dalam menurunkan angka ASFR? 
e. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khususnya dalam meningkatkan pembinaan kesertaan ber KB 

bagi PUS anggota Tribina dan UPPKS? 
f. Secara umum, Bagaimana dukungan dan hambatan yang dihadapi oleh 

DP3AP2KB dalam pelaksanaan program KKBPK? 
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Informan Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan 
Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kota Malang 

IDENTITAS RESPONDEN 
Nama 
Umur 
Jeniskelamin 
Pendidikanterakhir 
MasakeJja 
Tanggal 
Alamat 

. 

. ···································· 

. . ................................... . 

DAFTARPERTANYAAN 

Ukuran efektivitas Kontrak KineJja Program dengan pendekatan 
1. V ariabel Input 

a. Bagaimana kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Malang sebagai pelaksana program KKBPK? 

b. Bagaimana upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tersebut? 
c. Hambatan apa yang dibadapi terkait SDM dalam pelaksanaan program 

KKBPK? 
d. Bagaimana kecukupan dana I anggaran dalam pelaksanaan program 

KKBPK? 
e. Darimana saja sumber dana untuk pelaksanaan program KKBPK? 
f. Kendala apa yang dihadapi terkait ketersediaan dana? 
g. Bagaimana kecukupan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan 

program KKBPK? 
h. Bagaimana kondisi sarana prasarana terse but? 
1. Kendala apa yang dihadapi terkait sarana prasana pelaksanaan program 

KKBPK? 

2. V ariabel Output 

a .. Apakal! Bapakllbu mengetahuitentang KKP (Kontrak KineJja Program) 
b. Bagaimana mekanisme penetapan KKP terse but ? 
c. Apakal! dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian KKP 

tersebut? 
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d. Bagaimana dampak djtetapkannya KKP terhadap pelaksanaan program 

KKBPK di Kota Malang? 
e. Setelah ditetapkannya Kontrak KineJja Program, bagaimana pencapaian 

dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga di Kota Malang ? Apakah semua sasaran yang telah ditetapkan 
dapat dicapai ? 

f. Kendalaapa yang dihadapi terkait dengan penetapan Kontrak KineJja 
Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

? 

3. Variabel Outcome 

a. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 
program, yaitu penurunan TFR dan LPP ? 

b. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 
program, khususnya dalam meningkatkan CPR? 

c. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 
program, khususnya dalam menurunkan angka unmetneed? 

d. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 
program, khususnya dalam menurunkan angka ASFR? 

e. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 
program, khususnya dalam meningkatkan pembinaan kesertaan ber KB 
bagi PUS anggota Tribina dan UPPKS? 

f. Secara umum, Bagaimana dukungan dan hambatan yang dihadapi oleh 

DP3AP2KB dalam pelaksanaan program KKBPK? 
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Informan : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlinduugan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang 

IDENTITAS RESPOND EN 
Nama 
Umur 
Jeniskelarnin 
Pendidikanterakhir 
MasakeJja 
Tanggal 
Alamat . 

o ••••••••••·•••••••••••ouoo••••••••• 

DAFTARPERTANYAAN 

Ukuran efektivitas Kontrak KineJja Program dengan pendekatan 
1. V aria)lel Input 

a. Bag!\imana kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlinduugan Anak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga 

Berencana Kota Malang sebagai pelaksana program KKBPK? 

b. Bagaimana upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tersebut? 
c. Hambatan ajm yang dihadapi terkait SDM dalam pelaksanaan program 

KKBPK? 
d. Bagaimanakecukupandana I anggaran dalam pelaksanaan program 

KKBPK? 
e. Darimanasajasumberdanauutuk pelaksanaan program KKBPK? 
f. Kendalaapa yang dihadapiterkait ketersediaan dana? 
g. Bagaimana kecukupan sarana prasarana dalam mendukuug pelaksanaan 

program KKBPK? 
h. Bagaimana kondisi sarana prasarana terse but? 
i. Kendalaapa yang dihadapiterkaitsaranaprasana pelaksanaan program 

KKBPK? 

2. Variabel Output 
a. Apakah Bapak/Ibu mengetahuitentangKKP (Kontrak KineJja Program) ? 

b. Bagaimana mekanisme penetapan KKP terse but ? 
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c. Apakahdilaksanakan monitoring danevaluasi dalam pencapaian KKP 
terse but? 

d. Bagaimanadampakditetapkannya KKP terhadap pelaksanaan program 
KKBPK di Kota Malang? 

e. Setelah ditetapkannya Kontrak Kineija Program, bagaimana pencapaian 
dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga di Kota Malang ? Apakah semua sasaran yang telah ditetapkan 
dapat dicapai ? 

f. Kendalaapa yang dibadapiterkaitdenganpenetapan Kontrak Kineija 
Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 
? 

3. V ariabel Outcome 
a. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, yaitu penurunan TFR dan LPP ? 
b. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khususnya dalam meningkatkan CPR? 
c. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khususnya dalam menurunkan angka umnetneed? 
d. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khususnya dalam menurunkan angka ASFR? 
e. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khususnya dalam meningkatkan pembinaan kesertaan her KB 
bagi PUS anggota Tribina dan UPPKS? 

f. Secara umum, Bagaimana dukungan dan hambatan yang dibadapi oleh 
DP3AP2KB dalam pelaksanaan program KKBPK? 
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Informan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana KotaMalang 

IDENTITAS RESPONDEN 
Nama 
Umur 
Jeniskelamin 
Pendidikanterakhir 
MasakeJ.ja 
Tanggal 
Alamat 

DAFTARPERTANYAAN 

Ukuran efektivitas Kontrak KineJ.ja Program dengan pendekatan 

1. V ariabel Input 
a. Bagaimana kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga 

Berencana Kota Malang sebagai pelaksana program KKBPK? 
b. Bagaimana upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tersebut? 

c. Hambatan apa yang dihadapi terkait SDM dalam pelaksanaan program 

KKBPK? 
d. Bagaimana kecukupandana I anggaran dalam pelaksanaan program 

KKBPK? 
e. Darimanasajasumberdanauntuk pelaksanaan program KKBPK? 
f. Kendalaapa yang dihadapiterkait ketersediaan dana? 
g. Bagaimana kecukupan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan 

program KKBPK? 
h. Bagaimana kondisi sarana prasarana tersebut? 
1. Kendalaapa yang dihadapiterkaitsaranaprasana pelaksanaan program 

KKBPK? 
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2. Variabel Output 
a. Apakah Bapak/Ibu mengetahuitentangKKP (Kontrak IGnerja Program) ? 
b. Bagaimana mekauisme penetapan KKP tersebut ? 
c. Apakahdilaksanakan monitoring danevaluasi dalam pencapaian KKP 

terse but? 
d. Bagaimanadampakditetapkannya KKP terhadap pelaksanaan program 

KKBPK di Kota Malang? 
e. Setelah ditetapkannya Kontrak IGnerja Program, bagaimana pencapaian 

dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga di Kota Malang ? Apakah semua sasaran yang telah ditetapkan 
dapat dicapai? 

f. Kendalaapa yang dihadapiterkaitdenganpenetapan Kontrak IGnerja 
Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

? 

3. V ariabel Outcome 
a. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, yaitu penurunan TFR dan LPP ? 
b. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapruan sasaran 

program, khususnya dalam meningkatkan CPR? 
c. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khusnsnya dalam menuruukan angka unmetneed? 
d. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khususnya dalam menuruukan angka ASFR? 
e. Bagaimana kontribusi pencapaian KKP dalam pencapaian sasaran 

program, khususnya dalam meningkatkan pembinaan kesertaan ber KB 

bagi PUS anggota Tribina dan UPPKS? 
f. Secara umum, Bagaimana dukungan dan hambatan yang dihadapi oleh 

DP3AP2KB dalam pelaksanaan program KKBPK? 
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Lampiran2 

Transkrip Wawancara 

1. Variabel Input 

Pertanyaan Jawaban Informan 
No 

(Q) I (1) I (2) I (3) I(4) I (5) 

1 Bagaimana Dengan sumber daya Dalam pelaksanaan program Untuk kualitas Adanya pergantian selain itu kami juga 
kualitas dan yang ada, yaitujumlah didukung juga dengan personil SDM terutama /mutasi pejabat, sehingga berusaha 
kuantitas seluruh pegawai dinas yang menjadi mitra keija kita, yaitu yang di dinas, perlu banyak belajar dan meningkatkan peran 
SDM yang kami lebih kurang 116 tenaga medis yang telah mengikuti karena sudah penyesuaian, namun ada serta masyarakat 
ada? orang, demikianjuga pelatihan. tidakmurni tambahan beberapa tenaga dalam pelaksanaan 

dengan ujung tombak vertikal, outsourching/kontrak yang program KKBPK, 
yang ada dilapangan sehingga telah cukup memadai, yaitu kader, toga dan 
yaitu tenaga PKB, personil dari terutama untuk toma yang ada. 
PPKBD dan Sub instansi lain juga administrasi. 
PPKBD yang lebih banyak, nah ini 
kurang berjumlah 914 memerlukan 
orang ,kami semua waktu 
berupaya melaksanakan penyesuaian 
program semaksimal yang lebih lama 
mungkinselain itu kami 
juga berusaha 
meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam 
pelaksanaan program 
KKBPK, yaitu kader, 
toga dan toma yang ada 
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2. Bag aim ana Untuk kualitas SDM Untuk kualitas SDM terutama yang Untuk Untuk peningkatan Untuk peningkatan 
upaya terutama yang di dinas, di dinas, karena sudah tidak murni peningkatan kualitas, diadakan kualitas, diadakan 
peningkatan · karena sudah tidak vertikal, sehingga personil dari kualitas, pelatihan, serta Iomba- pelatihan, serta 
kualitas dan. mumi vertikal,sehingga instansi lain juga ban yak, nah ini diadakan Iomba dari Perwakilan Iomba-lomba dari 
kuantitas personil dari instansi memerlukan waktu penyesuaian pelatihan, serta BKKBN Provinsi Jawa Perwakilan BKKBN 
SDM lain juga banyak,nah ini yang lebih lama. Sedangkan kader, Iomba-lomba Timur, seperti jambore, Provinsi JawaTimur, 

memerlukan waktu sebagai ujun~ tombd dilapangan, dari Perwakilan untuk kade~ dan petugas seperti jam bore, 
penyesuaian yang lebih kualitasnya agak menurun, karena BKKBN (PKB) .. untuk kader dan 
lama banyak yang sepuh namun sulit Provinsi Jawa Hambatan peningkatan petugas (PKB). 

untuk, sehingga daya in gat banyak Timur,seperti SDM antaia lain ijin 
yang menurun.upaya dalam jambore, untuk suami yang sulit, 
penirtgkatan ·kualitas adalah dengan kaderdan khususnya untuk kader dan 
pelatihan yang diaddan sej ara petugas (PKB): IMP, pekerjaan lain serta 
berjenjang, serta penguatan lini ijin dari atasan yang sulit, 
lapartgan. ini dilakukan satu Rali adanya tugas mendadak 
setahun, selain itu diildakan Iomba- sehingga tidak bisa ikut 
Iomba disamping untuk menambah pelatihan. 
ilmujuga merupakan reward, agar 

. 
lebih semangat dalam menjalankan 
program. 

3 Hambatan Banyaknya petugas Hambatan d~am pelaksanaan Banyaknya Hambatan peningkatan Hambatan 
apayang yang pensiun program KKBPK dalam hal SDM, petugas yang SDM antaia lain ijin peningkatan SbM 
dihadapi adalah makin berkurangnya pensiun suami yang .sulit, an tara lain ij inl suami 
terkait SDM persdnil, khususnya PKB banyak khususnya untuk kader dan yang sulit, 

yang pensiun, IMP, peker.iaan lain serta khususnya untuk 
ijin dari atasan yang sulit, kader dan IMP. 
adanyatugasmendadak 
sehingga tidak bisa ikut 
p.elatihan. 

4 Bagaimana Anggaran untuk Anggaran untuk sementara cukup Anggaran untuk Anggaran untuk sementara Anggaran untuk 
· kecukupan sementara cukup sementara cukup cukup sementara cukup 
anggaran? 
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5 Dari mana Dalam mendukt\ng Da1atn rangka pencapaian program, Anggaran dwi Anggaran dari provinsi A1okasi dana untuk 
saja sumber pe1aksanaan pencapaian telah banyak usaha yang dilakukan , provinsi cukup, cukup, dari pusat juga ada, mendukung kegiatan 
dana dalam indikator kontrak kinerj a yaitu dengan meningkatkan peran dari pusat juga: yaitu pe1aksanaan Iomba operasional program 
pe1aksanaan program KKBPK serta masyarakat dalatn pelaksanaan ada, yaitu dan jambore, sedangkan KKBPK sesuai 
program? tersebut, pembiayaan program KKBPK , salah satunya pe1aksanaan pe1atihan-pelatihan yang alokassi anggaran 

dan anggaran berasal dengan memberikan pe1atihan Iomba dilaksanakan untuk intern yang tertuang.dalam 
dari dukungan APBN, kepada IMP dan kader sebagai danjam.bore,seda kota Malang dipero1eh dari DIPA tahun 2016 
yaitu berdasarkan DIPA ujung tombak pelaksana program ngkan pelatihan dari cukai dan APBD 
Perwakilan BKKBN dilapangan . namun pelatihan yang yang dari dari 
Provinsi Jawa Timur diadakan selama taht\n 2016, cukai dan APBD 
Anggaran 2016, Nomor khususnya untuk kader dan IMP 
: SPDIPA karerta keterbatasan anggaran 
068.1.2.01830/2016, hanya dilakukan satu kali . Hal ini 
tanggal 7 Desmber dirasa sangat kurang. Sekaitan 
2015. Selain itu, adanya dengan hal tersebut, untuk 
dukungan alat dan obat penirtgkatan SDM pelaksana 
kontrasepsi serta program terutama ujung tomiJjak 
pendukung pelayanan yang dilapangan, kartrl juga 
kontrasepsi sesuai memberikan sedikit honor sebagai 
kebutuhan dan rasa terima kasih dan penghargaan 
ketersediaan. Yang kartrl. Namun honor ini tidak dapat 
kedua adalah alokasi dibetikan secara rutin, karena 
APBD untuk Program keterbatasan dana dam 
Kependudukan, anggaran,honor ini berasal dari 
Keluarga Berencana dan APBb 
Pembangunan Ke1uarga 
(KKBPK) yang 
diupayakan dan 

i disinergikan oleh 

l pemerintah kota 
Malang. Inilah anggaran 

1 yang dapat digunakan 
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clalam segala kegiatan , 
termasuk pelatihan 
IMP, pelayanan KB 
gratis dan momen-
momen Iainnya yang 
mendukung peneapaian 
program 

6 Kendalaapa Untuk sementara ini Untuk sementara ini saya rasa tidak Menurutsaya Untuk sementara ini saya Untuk sementara ini 
yang saya rasa tidak ada ada kendala yang betarti terkait tidak ada rasa tidak ada kendala tidak ada ken\:lala 
dihadapi kendala yang berarti . sarpras yang ada. kendala yang yamg berarti . yang berarti . 
terkait berarti . 

I ketersediaan 
i dana? 

7 Bagaimana Sarana dan prasarana Untuk ketersediaan sarana dan Untuk di dinas Cukup, tapi kalau Cukup, tapi kalau 
kecukupan ·Sampai saat ini cukup, prasarana , dalam hal ini alat maupun ditambah akan lebilh baik ditambah akim !ebih 
sarana dan rtamun kami selalu konttasepsi dan obat•obatan dilapangan baik 
prasarana berupaya menglisulkan terutarna yang diperlllkan dalarn cukup 
dalam baik untuk perbaikan pelayanan KB gratis , saya rasa 
pelaksanaan maupun penarnbahan cukup dan dalam kondisi baik , 
program? serta sudah karni distribusikan pada 

klinik-klinik yang meakukan 
keghrtan tersebut. untuk tahun yang 
akan datang kita upayakan 
pengadaan mobil penjemput dan 
pengantar akseptor .... !', Untuk 
sementara ini saya rasa tidak ada 
kendala yang berarti . 

8 Bagaimana Kondisinya baik, tapi ya Upaya lain yang dilakukan untuk Baik dan cukup U ntuk sarptas, kondisi di Kondisinya baik 
kondisi itu tadi kita pelaksanaan dan pencapaian kantor untuk bidang 
sarana dan mengupayakan terns prog!'arn KKBPK adalah dengan kesejahteraan dan 
prasarana perbaikan-perbaikan. peningkatan KIE=Komunikasi, ketahanan keluarga, 
tersebut? Infotmasi dam Edukasi kepada membutuhkan sepeda 
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masyarakat secara intensif tentang motor yang diperlukan 
pentingnya program KB dan untuk ke lapangan, untuk 
pembangunan keluarga. Dalam hal yamg lainnya , saya rasa 
ini sarana dan prasarana yang kurang meinadai untuk 
dibutuhkan adalah KIE kit, brosur yamg di dinas.untuk 

-' maupun poster. KIE dilakukan baik kendala, saya rasa adalah 
melaiui media cetak, maupun media anggaran u'ntuk pengadaan 

.• elekt'onik, antara lain siaran radio. sarpras masih kurang 
\ 

.. ) Untuk semua kegiatan ini telah 
J tersedia anggaran yang cukup, '~ 

·J Begitu juga anggarl:\n untuk 
' pengadaan sarana prasarana 

terse but, untuk tahun 2016 telah 
dialokasikan 

9 Kendalaapa Memang, sebetulnya Sebetulnya kita membutuhkan alat mungkin perlu Untuk yang di dinas.untuk Namun dalan\. 
tyang anggaran untuk sarpras transportasi yang digunakan untuk ditambah ya .. kendala, saya rasa adalah mendukung kegiatan 

dihadapi harus ditambah mengantar dan menjemput calon anggarannya. anggaran untuk pengadaali pelayanan KB gratis, 
terkait akseptor. Nah ini yang belum kita sarpras masih kurang sebetulnya 
saranadan anggarkan membutuhkan alat 

. prasarana transportasi yang 
tersebut? digunakan urituk 

mengantar dan 
menjemput caJon 
akseptor. Nah ini 
yang belum kita 
anggarkan 

-- ----- ----------------------
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2. Variabel Output 

Pertanyaan Jawaban Informan 
No 

;' (Q) I (1) I (2) I (3) I(4) I (5) , 

10 Apakah KKP, atau Kontrak Kinerja Y a, atau Kontrak Kinerja Program Ya,itu :Saya orang baru, kok seperti target 
(Bapak/Ibu Program ditandatangani oleh ditandatangarti oleh Kepala seperti lbelurn paham ya .... atauacuan 
' mengetahui Kepala BKKBN Perwakilan BKKBN Pel'Wakilan Propinsi Jawa target atau dafam 
ten tang Propinsi Jawa Timur dengan Timur dengan Kepala Dinas acuan mencapai 

I.KKP? Kepala Dinas P3AP2KB , P3AP2KB , bertempat di Kantor dalam sasaranprogra 
bertempat di Kantor BKKBN BKKBN Perwakilan PropinsiJawa mencapai myangtelah 
Perwakilan Propinsi Jawa Timur pada timggal19 Januari 2016 sasaraiipro g ditetapkan. 
Timur pada tanggal 19 J anuari dengan nomor ram yang 
2016 dengan nomor 0310/HK.lOlll.l/2016, Nomor telah 
0310/HK.lOl/1.1/2016, Nomor 476/3Q./35.73.404/20l6 yang ditetapkan. 
476/32/35.73.404/2016 yang merupakan perjanjian kerjasama 
merupakan perjanjian tentang pencapaian kinerja bersama 
kerjasama tentartg pencapaian program kependudukan, KB dan 
kinerja bersama program Pembangunart keluarga dan 
kependudukan, kB dan kegiatan yang dilaksanakan di kota 
Pembangunan keluarga dan Malang 
kegiatan yang dllaksanakan di 
kotaMalang 

11 · Bagaimana Berdasarkan petjanjian KKP ini, sangat bagus dan memang KKP Sedangkan untuk KKP 
:mekanisme kerjasama antara Perwakilan perlu ditetapkan karena merupakan ditetapkan kelompok kegiatan BKB ditetapkan dari 
• penetapan BKKBN Provinsi Jawa Timur acuan kerja kita agar lebih te'rarah, dari (Bina Keluarga !Balita), BKKBNPusat 

I'KKP , dengan Dinas Pemberdayaan monitor dan evaluasi selalu ada, BKKBN BKL (Bina Keluarga , kemudian 
. tersebut? Perempuan Perlindungan anak baik dari BKKBN Pusat, Provinsi Pusat, Lansia), BKR (Bina dijabarkan 

Pengendalian Penduduk dan maupun dari inspektorat .... KKP ini kemudian Keluarga Remaja) dan olehBKKBN 
Keluarga Berencana pada dari propinsi berhenti sampai dijabatkan UPPKS ( Usaha propinsi, dan 

' tang gal 19 J anuari 2016, yang tingkat kota, .namun untuk in.tHkator oleh Peningkatan Pendapatan• selaniutnya 
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. 

11 
telah ditandat~gani oleh PB dan PA kitajabarkan ke BKKBN Keluarga Sejahtera) telah dijabarkan 
Kepala i3KKBN dan Kepala masing-masmg kelurahan, 

,-, __ 0 

1dilakukan pembinaan balk sampai 

I 

propms1, 
Dinas P3AP2KB, ada beberapa sedangkan uiJ.tuk tribina dan dan 1untuk airggota kelompok kabupaten/ 
indikator yang liarus kita capai UPPKS beluln bisa dijabarkan selanjutnya 1maupun kademya. kota 

' 'dalam setiap tahun. Untuk sampai keluraban. Sejak dijabarkan Pembinilan untuk anggcita 

I 
,, 

tahun 2016, ada sepuluh ditetapkannriya KKP dari sampiif lke1ompok meliputi 

I indikator. Indikator ini adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa kabupaten!k IPeningkatan pengetahuan 
'semacam target atau acuan Timllf, kami 'sebagai SKPD ota. 'dan pemahaman I 

I pelaksanaan program KB dan pelaksana Program KKBPK IPentingnya kesertaan ber 

I -Pemban,gunan Keluarga yang didaerah, dalam hal ini khususnya KB untfik mewujudkan 

I kita laksanakan. Dengan Kota Malang, merasakan lkeluarglr berkuaEtas. 

I 'sumber daya yang ada kita pelaksanaan !program' KKBPK :sedangkan untuk kademya 
I harus dapat memenuhi target lebih terarah dan terukur. Terutama meliputi pembinaan 

terse but setelah memasuki era otonorili administrasi dan juga cara 
daerah dimaim pelaksanaan memberikan KIE kepada 

I program KK'BPK diserahkan masyarakat. .semua 
kepada kebijakan kepala daerah lkegiatan terse but juga 

l masing-masing. Hal ini telah mlmdapatkan alokasi 
j menyebabkan pencapaian program anggaran 
I 

! KKBPK stagnan . Dengan adanya 
KKP inilah kita berharap program 
KKBPK didaerah terpacu sehingga 
tujuan pembilngunan 

I 
kependudukan secara nasionlll 

' dapab tercapai .Untuk melihat 

l indikator KKP KKBPK yang telah 
'I ditetapkan uiJ.tuk kota Malang 

I beserta pencapaiannya, dapat 

.) dilihat pada dokumen kami , yaitu 

i 
pencapaian selama tahun 
20 16 ... memang pencapaian 

\ indikator KKP untuk tahun 2016, 

-------------- --- ------------------------
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ada :pebarapa yang belum tercapai 
sera'tus persen terutama yang 
berhubungan dengan pencapaian 
peserta KB barn. Hal ini karena 
pada pelaporan pelayanan dokter 
dan bidan mimdiri tioak tercover, 
sedangkan uittuk kesertaan b'er KB 
bagi .PUS anggota BKB dan 
UPPKS mwigkin disebabkan 
belum tercatat. Dalam rangka 
pencapaian iildikator KKP KKBPK 
tersebut, terutama dalam 

' peningkatan 'kesertaan ber KB, 
kegiatan yang kami lakukan adalah 
mengadakan gebyar pelanan KB 
gratis, baik per wilayah kecamatan 
I maupun selllh kota Malang, 
terutama untuk pelyanan 
kontrasepsi mantap 
(MKJP=Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang) . Umtuk waktu 
pelaksanaan 'tidak ada batasa'n 
dalam artian pelayanan KB gratis 
dapal! dilaksanakan sewaktu~waktu, 
selama caJon akseptor sudah 
terhimpun dan pelayanan dilakukan 
ditempat atau klinik~inik tertentu 
yang telah niengadakan kerja sama 
dengan kami. Untuk.Kota Malang, 
pencapaian iildikator KKP cUkup 
baik, hanya beberapa indikator saja 
yang belum tercapai 100 %. ·. 
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.,~ . ·, 

~, .. Sepertinya ada empat indikator. t,.. 

' Kanii danjajaran akan berusliha. 

r 
lebih keras Htgi ditahun yang akan 
datang. 

l 
i 

12 · Apakahada Evaluasi dan monitoring Ada , baik dm Kota maupun dari Ada, balk Ada , balk dari Kota Ada , baik dari 
monitoring dilakukan setiap semester, yaltu BKKBN Propisi Jawa Timur dari Kota <maupun dari BKKBN Kotamaupun 

. dan ev;aluasi dalam telaah program maupun .Propisi !rawa Timur dariBKKBN 
idalam kependudukan KB dan dari Propisi Jawa 
r . 

Pembangunan Keluarga. B~N Timur pencapruan 
'KKP Evaluasi ini dilakukan pada Propisi 
tersebut? seluruh SKPD KB yang ada Jawa Timur 

berdasru·kan target yang telah 
ditetapkan pada awal tahun. 
Pembahasan kinerja dilakukan 
dengan melihat pencapaian 
sesuai target. Pelaksanaan 
program KKBPK juga 
dievaluasi berdasarkan 
pencapaian target masing-
masingkota 

13 Bagalmana Karena KKP itu semacam Karena KKP itu semacam target, Pencapaian Karena KKP itu semacam pencapaian 

dampak target, maka diharapkan maka diharapkan pencapaian indikator target, Iilaka diharapkan indikator 
ditetapkan pencapaian indikator daUam indikator dallun KKP tentu dalam KKP pencapaian indikator da1amKK!P 
KKP KKP tentu berdampak positif berdampak positif bagi pencapalan tentu dalam KKP tentu tentu 
terhadap bagi pencapai~ sasaran sasaran program secara keseluruhan berdampak lberdampak positif bagi berdampak 
pelaksanaan program .. secara keseluruhan. positif bagi pencapa:ian sasaran positif bagi 
program pencapaian · program secara pencapaian 

'KKBPK? sasaran keselunlhan sasaran 
progrb program 
secara secara 
kesehu:uhan keseluruhan 
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' 
14 Setelah Secara otomatis tiap daerah Penetapan KKP diharapkan dapat Tiap Tiap daerah dalam hal ini Tiap dae~ah 

ditetapkan · dalam hal ini kota Malang, mendongkrak pencapaian program. daerah 'kota Malang, lebih terpacu d~fam hal. ini 
KKP, lebih terpacu dalam Namun penchlan ini akan terwujud dalain hal rdalam pelaksanaan kota Malang, 
bagaimana pelaksanaan program. bila ada kerj a sama dan duktingan ini kota \program. lebih terpacu 

.; pencapaian dari 'instansi terkait. Kerj a sajna Malang, datam 
., program inilah yang harus kita tingkatkan lebih pe'Eaksanaan 

danapakah terpacu program . 

•••• 
semua dalam 

••• 

sasaran pelaksanaan 
yangtelah program. 

' 
ditetapkan 
dapat 

! tercapai 7 
15• Kenda!la apa Kendala dal!tm pencapaian KKP , :sedangkan unriik . 

yang terutama dalam pencapaian !kelompok kegiatan Tritlilna 
dihada,pi kesertaan ber KB, adalah tidak ada •dan telal1 di!aktikan 
terkait rumilh sakit yang mau iPembinaan baik untuk 

;. penetapan melaksanakan pelayanan gra,tis :anggota kelomp<Jk maupun 
KKP? terutama untUk MOW, karena lkademya. Pembinaan 

adanya Perda yang mengatur biaya IUlltuk anggota kel0mp0k 
pelayanan KB dan rumah sakit meliputi peningkatan 
takut melanggar Perda tersebut [pengetahuan dan 

[pemahaman pentingnya 
kesertaan ber KB untuk 

' mewujUdkan kel.uarga 
~·, 

'· !berkualitas. Sedangkan 
,) 1\llltuk kademya meliputi )',; 

·l' IPembinkn admiirustrasi -;'. 

dan juga cara memberikan 
KIE keoada masvarakat. . 
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3. Variabel Outcome 

Jawaban Informan 
No Pertanyaan (Q) 

I(!) I (2) I (3) I(4) I (5) 

16 Bagaimana Secara umum , sangat besar. Pencapaian KKP KKBPK jelas Laju pertumbuhan Mungkin itu, adalah Wah, 
kontribusi Sasaran program yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk,akan bagian dari bidang ini porsi 
pencapaian KKP ditetapkan dalam Renstra telah penduduk danjumlah kelahiran, terkendali j ika jumlah KB bidang 
dalarn pencapaian tercapai. karena jika PUS tidak ber KB dan kelahiran terkendali, KB 
sasaran program, mempunyai anak lebih dari dua, yang berarti kesertaan 
TFR,dan LPP? maka jumlah kelahiran akan berKB nya 

meningkat yang menjadi faktor bertambah. unmetneed 
utama naiknya laju pertumbuhan atau PUS yang tidak 
penduduk.Secara otomatis , jika ingin anak tapi tidak ber 
target dalam KKP terpenuhi, jumlah KB turun, kenaikan 
kelahiran akan cenderung turun, kelahiran kelompok 
walaupun TFR ini bisa dilihat lima umur remaja juga turun 
tahunan, namun jika kesertaan ber dan kesertaan ber KB 
KB rendah otomatis anak Iebih dari untuk PUS anggota 
dua dan angka kelahiran akan tinggi tribina dan UPPKS 

bertambah.Nah .. , 
salahsatunyaadalah 
denganpelayanan KB 
gratis, pembinaan 
kesertaan ber KB untuk 
anggota Tribina dan 
pembinaan anggota 
UPPKS, disamping 
pembinaan tentang strata 
kelompoknya 
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17 

I 
Bagaimana Mungkin secara detail bidang Pencapaian KKP harus berdrientasi Sasaran program te1ah Mungkin itu, adalah Wah, 
kontribusi KB lebih tahu hitungannya. pada pencapaian sasaran Program ditetapkan dengan bagian dan bidang • l• 0 mr porst 
pencapaian KKP KKBPK secara ~urn., yai~ indikator utama KB bjdang 
dalam pencapaian penurunan fertilitas dan LPP , yang penurunan TFR dan laju KB 

I 

ditandai .. dengan kenaikan CPR, pertumbuhan penduduk sasaran program, 
j 

peningkatan CPR? penurunan urimetneed, ,penurunan yang( ditandai dengan I 
' I ASFR dan kenaikan kesertaan ber penurunan ASFR, ·i 

I KB yang bisa dilihat dari ru{ggota Unmetneed, kenaikan 
' BKB;BK.R, BKL'dan UPPKS yimg CPR:dan kenaikan ! 

mendapat pembinilan ti:mtarig persentase PUS anggota / 

' I kesertaan ber KB. 01eh karena itu BKB, BKL, BKR dan 
I indikator dalam KKP h~s UPPKS yang mendapat ' j memberikan kontilibusi yang cukup peml:linaan kesertaan 
j . sigriifikan daiam pencapaiah herr KB. Alhamdulillah 
I sasaran program KKBPK untW< tahun 2016 jika 

I 
t)ibandingkan dengan 
kondisi tahun 

I sebelunrnya, indikat~r-' ' I indikator tesebut dapat I 
I te!Wl\iud 

18 !. Bagaimana Mungkin secara detail bidang Secara keseluruhan Mungkin itu, adalah Ini 
kontribusi KB lebih tahu hitungannya pencapaian KKP bagian dfuoi bidang porsi 
pencapaian KKP 

Secara otomatis jika semua 
memberikan kontribusi KB bjdang 

dalam penurunan dan berpengaruh pad~ KlB 
angka lUillll.etneed? indikator dalarn KKP tercapai, TFR penurunan TFR dan laju 

dan LPP turun, CPR~aik, maka 
~ertumbuhan_~enduduk 

19 Bagaimana Mungkin secara detail bidang angka ll1Ul1etneed cenderung turun Program pengendalian Mungkin itu, adalah Ini 
kontribusi KB lebih tahu hitungannya demikianjuga dengan ASFR atau 

penduduk, semuanya bagian dari bidang porsi 
pencapaian KKP 

angka}kelahiran pada kelompdk 
diupayakan dalarn KB hi dang urilur tertentu. dalam penurunan rangka penurunanjumlah Kl3 

ASFR? kelahiran dan penurunan 
laju pertumbuhan dengan 
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pelaksanaan prggram KB 
, salah .satunya dengan 

'"'·' pelayanan KB gratis 
20ii 

~.' 
Bagaimana Mungkin secara detail bidang Pencapaian KKP, berdampak Mungkin secara detail Mungkin itu, adalah Ini 

r kontribusi KB lebih tahu hitungannya positif pada persentase kenaikan bidang KB lebih tahu bagian dari bidang porsi 
·"·' 
}~ pencii'paian KKP kes~l}aan ber KB bagi PUS ailggota hitungannya KB hi dang 
•), 
;• dalam peningkatan BKB; BKR, BKL dan UPPKS KB ,.,. 
·. 

pembinaan '• 

' kesertaan ber KB . ·~. 
'· bagi PUS anggota \ Tribina dan 

UPPKS? 
21 Bagaimana Secara umum, sosialisasi Hambatan dalam pelaksanaan Mungkin yang paling Mungkin itu, adalah Ini 

dukungan dan prograni KKBPK masih sulit program KKBPK yaitu dari segi . dominan adalah faktor bagian dari bidang por.si 
hambatan dalam dan kuiangnya dukungan politis politis, masih mengariggap KB ketidaktahuan , j adi KB bidang 
pelaksanaan dalam pelaksanfum program hanya sekedar pelayanan sosialisasi yang masih KB 
program KKBPK? kontrasepsi saja dan menganggap kurang. 

sepele urusan tersebut, tidak 
mengerti tentang program KKBPK. 
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Lampiran3 

---- I '" 1-.HSI"I \S U.RHl h.\ --~ ni.l !''""<!nlln lh·t:tj;u·J;u·:,I...J:tuh (\ l'lt.l.l t Tl"'cnt:u·;on:.! 

Ull.'lVERSnAS TEP.BUKJI 

Jl 1·~·''· ;I ~,.,,!:1~.111!>K•:••·!d h 'l i -1 :'- '1:u•;.: ,;,n;_; \\.;l;n\ ..;,.:IU;n:rrl!

:kp.•r: p_-::.1-~~···j· • .,.r l 1-':d .. ~;;~uk .. :L . ..;.~~-:,.-,.r...: 
j· •n:01i ''' --.,.:IJl<l!':>ll;: o1 111 ,,~· ,,1 

~i Il\ ./UN.31.33/LL/2017 K\Jm~•r 

Lamp. 
llal : l'cnnohonan !zin i'cngumpulan Data 1\:nditian 

Scm:lrang, !0 Fcbru:!!"i ~017 

Yth. : i... .. :pala Dinas l'cmbcrdayaan l'..:r-.:mpuan. l'..:rlindungan Anak, I'cngcnJalian 
!'cnduJuk & Kduarga Bcl'l.:nc;,.tJ.:l (1'2AI'3KB} Kola )..f<llang 

S:.::lmbun.:;:m dcngan rcnc;.ma kq)a!an persiapan pcnyusunan Tugas ,\l.;.h~r l'rogram 
:\!agister ( L-\P).l) maha-;iswa l'rog.r~uu ).b.gisto·r Administrasi l'ublik I li'BJJ-l_lT 
Scm~r.Jn,:: l'okjo1r H:CKllX Pruvmsi J:mn Tcng,;:h. kami sampaik:.m ball\\'<~ maha...<iis•.\·_. 
atas nam:.c 

N:.~ma : ~U\'a Rahmadani 
Nl:\1 : 500833:572 
JuJu! : Efd:tiYitas K(m!r.tk Kincrja l'mgmm (KKI') Kcpcnduduk:m Kduarga 

lkrcncana tbn i\:mkmgmun Kdu:ng<~ (kR.Bf'K) di Rota ~1-tl:mg 
1\:mbin;b:ng : llr. Socparno, M. Si 

lkrmaksuJ ak:m mdakuk;m survey alau ('K:ngumpulan data ,,.,..nclitian scst:ai J\':ngan 
juJu! T:\P).l h:rscbut. 

Sdmbunga11 dcng:m hal h:rscbtit. !ami mohon bantuan dan pcrkL1l:i.nny<> ..;.rri Kcpala 
Din~~ 1'2AI':H~.B Kula i\.blang kir.1ny" untuk dap:~.t mcngizink;Ul mahasiswa lcrschut 
untuk mc:.g::d:.d.::.m p.:ngumpulan dat:t. 

Dcmiki;m 1"-=0llohon:ul kan•i sampaikan kiranya untuk Japat dipmscs lcbih lao~jut. :\t~s 
rcrhati:m d:m kcrjasam:my:l diuc;lpkan tcrima Jwsih. 

J'cmhu:<~lc 

1 . l' .. :mbantu Rcktor l 
I >ird.:tur Pf's 

3. Kcp~1\;! BaJan KE$BA7'\GI'OL KN~l ;>.·1abng 
-L P..:rw:d..:ibn RKKBl\ l'rt•vinsi J~lW<l Timur 
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Lampiran4 

BAGAN STRUK.TUR ORGANISASI 
' DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 
' PENGENDALIANPENDUDUKDANKELUARGABERENCANA 

i 
I 

KEPALADINAS 

J SEKRETARIAT 
I 

KELOMPOK 
JABATANFUNGSIONAL 

I 
l L l I l SUBBAGIAN I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

PERENCANAAN KEUANGAN 
UMUMDAN 

KEPEGAWAIAN 

I 
' I 

I 
I I 

I 
L I _I I 

BIDANG BIDANG BIDANG BJDANG BIDANG 

I PEMBEDAYAAN PERLINDUNGAN PENGENDALIAN KELUARGA KETAHANANDAN 
I KESEJAHTERAAN PEIIEMPUAN PEIIEMPUAN DAN PENDUDUK BEIIENCANA 

' ANAK KELUARGA 

I I 

I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

I PENINGKATAN PERLINDUNGAN PENGENDALIAN PEMBINAAN DAN 
1-

PEMBERDAYAAN 
KWALITAS PEREMUAN PENDUDUK KESERTAAN KELUARGA 

IIIDUP PEIIEMUAN KELUARGA SEJAHTERA 
BERENCANA 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
PENGUATANDAN PERLINDUNGAN PERENCAAN DAN PELAYANAN BINA KELUARGA 
PENGEMBANGAN ANAK PENGENDALIAN KELUAIIGA BALITA IIEMAJA 

I KELE~ffiAGAAN PENDUDUK BEIIENCANA DAN DAN LANJUT USIA 

' PEREMPUAN DISTRIBUSI 

' 
I 
I SEKSI SEKSI SEKSI 
I EDUKASIDAN PEMENUIIAN HAK PENDAYAGUNAAN 

I 
PAIITISIPASI PEREMPUAN DAN PKBIPLKB DAN IMP 
PEREMPUAN ANAK 

' 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

I UPT KB 
I 

I 
I 

! 

' ' 
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Lampiran 6 

PERlANliAN KERJASAMA 
ANTARA 

PERWAKilAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KEWAR<a BEJtENG'NA NASIONAL 
PROVINSI JAWA TIMUR 

DENGAN 
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBBU>AYAAN MASYARAKAT 

KOTA MAI,.ANG 

Nomor : 0310/HK.lOl/l.l/2016 
Nomor : 476/32/35.73A04/2JJ16 

TENTANG 
PENCAPAIAN KINERJA BERSAMA PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN 

PEMBANGUNAN KEWARGA DAN KEGIATAN 
YANG DILAKSANAKAN 01 KABUPATEN/KOTA 

Pada hari inl SeJasa tanggal Sembilan betas bulan Januari tahun Dua Ribu Enaln BeJas bertempat 
di Kantor Petwaldlan Badan Kependudukan dan KeJuarga Ben!ncana Naslonal Provtnsi Jawa 
nmur di Jalan Ahiangga Nomor 31-33 Surabaya. kafl'll ~ beftanda tangan dl bawah lnt : 

I. Jr. Dwi Ustyawardanl, M.SC. DIP.Com Kepala Petwakilan BKKBN Provlnsi Jawa Tlmur bertindak 
untuk dan atas nama Perwaldlan BKJ<BN PnMnsl Jawa 

llmur, dan oleh karenanya berwenang mewakln 
Perwaldlan BKKBN PrOY!nsl Jawa limur, selanjutnya 

disebut PIHAK PERTAMA.. 

II. Ora. Penny lndriani, MM 

Berdasari<an : 

Kepata Badan K.eluarga Berencaoa dan Pemberdayaan 
Masyaralcat Kota Malang berttndak untuk dan atas nama 
Badan Ketuarga Berencana dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Matang, dan oleh karenanya berwenang 
mewaldfl Badan Kcfuarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat 1<001 Matang selanjutnya dlsebut PIHAK 
KEOUA. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, tentang Per1cembangan Kepenductvkan 
dan Pembanguoan Keluarga; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, te ntang Perlmbangan Keuangan An~ra Peftl~r1ntah Pusat 
dan Pemerintah Daerah; 

3. Undang-Vndang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemeflntahan Daerah; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005, tentang Dana Pel1mbangan; 
5. Peraturan Pemerint:ah Nomor 50 Tahun 2007, t entang Tata Cara Pefaksanaan Kerja Sarna Daerah; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembitgl;~n V~n Pemer1nt:ahan antara 

Pemerlntah, Pemerlntahan Daerah Provinsl dan Pemerintah Daerah ICabupatEn I Kota; 
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7. Pemwan Pemer1ntah Nomor 41 tahun 2007, tentang Of9ilOisasi Peangll!t-Daerah; 
8: Peraturan Preslden RI Noolor 5 tahun 2010 tentang Rencana A!mbangunaft Jangka Menengah 

Naslonal {RPJM) 2015-2019; 
9. Peraturcm Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tmtang Badan ~ dan Keluarga Berencana 
~; 

10. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Percrturan Presfden RI 
Nomor 54 Tahun 2010 tenta09 P~n Barang/Jasa Pemerfntah; 

11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK-05/20U tEntang Tata cara Pembayaran Oalam 
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015, tentang standar Blaya Tahun Anggaran 2016; 
13. SUrat Menter! Dalam Negeri Nomor 476/2008/SJ, tanggal 16 Jul 2008, Per1hal Pcrtgelolaan Program 

KB; 
14. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/85/2011, tentmg Organlsasl dan Tata Kerja Pe!wakilan 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berenama Nasfonal Provlnsl; 

PIHAK PERTAMA dan PDtAK KEDUA sepakat unb.lk meogadakan Pefjanjlan Kerjasama tentang 

Pencapaian J(Jnerja Bersama Program Kependudulcan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 
dan Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/l(ota dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 
sebagai berikut : 

BAS I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

1. Pefjanjlan Keljasama dalam lmplementaslnya untuk mencapaJ sasaran klnerja bersama program 
KK6PK ~ra maksimal dl Provinsl Jawa Tanur sampal dengan akhlr tahun 2016 yang berbasls 
kinerja dan selanjutnya dituangkan dalam indilcatDr kinerja program KKBPIC Provlnsi Jawa Tunur 
serta cfwnakan sebagal alat ukur prestasi kinerJa adalah sebagai benKut : 
a. Presentase pesert.a KB Baru MKJP; 
b. Presentase peserta KB Aldif MKJP; 
c. Jumlah peserta KB Baru PB; 
d. Jumlah peserta KB Aktif PA; 
e. Presentase kesertaan KB Prfa (PA) (MOP+KONDOM); 
f. Presentase PUS anggota Poktan BKB, BKR. BKL., UPPKS yang ber·KB : 

1. Pre:sentase PUS anggota BKB yang ber-KB, 
2. Preses 1tase PUS anggota BKR yang ber-KS, 
3. Presenta.se PUS anggota BKL yang ber-t<B, 
4. Presentase PUS anggota UPPKS yang ber-KS. 

g. Presentase kabupaten/kota yang memasukkan program KJ<BPK dalam Musrenbang; 
h. Laporan real1sasi trlwulanan Kabupaten dan Kota penerima OAK tahun 2016; 
1. Jumlah ketersedlaan data dan lnformasi yang akurat dan tepat waktu; 
J. Laporan keuangan dan pengelolaan BMN yang dapat dlsefesalkan tepat waktu, akuntabel, 

kredibel dan memenuhi standar kepatutan; 
k. Presentase temuan ek:stemal dan internal yang selesai dtindaldanjutl sesual dengan ketentuan; 
1. Pemetaan urusan bidang pengendafian penduduk dan KB d Kabupaten I Kota dalam penguatan 

program KKBPK. 
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2. Pencapafan sasaran sebagaimana dimak:sOO dalam pasal 1 ayat {1), adalah sebagalmana tersebut 
dalam lamplran Sasaran Klnetja, merupakan satu kes3tuan dan bagian yang tldak terpisahkan 
dengan Perjanjian Kerjasama ini. 

BABD 
1UJUAN 
Pasal 2 

1. Mengembaogkan kerjasama yang sinergis dan sallng menguntungkan untlJk mencapaf tujuan 
bersama dalam pembangunan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga (KKBPI<) dl Provlnsl Jawa Trmur. 

2. Mengembangkan dan memberdayakan Klnerja pengelola dan pelaksana program Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KJ<BPK) dl tlngkat Kabopaten/Xota, dan Unl 
Lapangan. 

3. Mengembangl<an dan memberdayalr;an masyarakat dalam allh peran dan allh kelola program 
l<ependuclJkan, Keluarga Bere.ncana dan Pembangu1an Keluarga (IOOIPK}. 

4. Pencapalan Indikator Klnerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarya {J(KBPIQ yang berorientasi pada penurman fertilitas. 

5. Mengupayakan peningkatan akses dan kua~tas peserta KB untuk menjadi peserta KB l..est:ari. 
6. Mengupayakan peningkatan pembinaaan ~ dan pemberdayaan keluarga melafui kelompok 

keglatan bina keluarga dalam me/estnikan kesertaan ber-KS dan memberi!Gin pengaruh kepada 
keluarga cafon akseptor untuk ber-KS. 

BAB lD 
RUANG LINQ(UP 

Pa:sal] 

Ruang fingkup Perjanjian Kcfja!;Jma ini meliputi: 

1. Pencapafan 10 (sepuluh) Indikator Sasaran Killelja. 
2. Ketepatan dan Kecepatan me!Ginisme Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, Kefuarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (Kl<BPK) betbasls IT. 

BAB"N 
KEWAJ1BAN DAN TANGit/NG JAWM! PARA PIHAK 

Pa:sal4 

l. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dan tanggung jawab : 

a. Menyedlakan .dan mengafokasikan dana untuk mendukung kegiatan o~~onal program 
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK} sesuai alokasi 
anggaran yang tertuang dalam DIPA tahm 2016. 

b. Menyediakao alat. obat kontrasepsi dan sarana lalnnya dalam mendukung kcglatan Pelayanan 
KB 

c. Memfasilitasl Kit. advokasi dan kQosultasl dalam ~ operasb Ia! program 
Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangooan Keluarga (IO<BPK). 
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2. Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasall ayat {1), adalah sebagaimana t;ersebut 
dalam lam!Xran Sasaran Kinesja, merupalcan satu kesatuan dan bagian yang tldak terplsahkan 
dengan Peljanjian Kerjasama ini. 

BASil 
lUJUAN 

Pasal2 

1. Mengembangkan ketjasama yang sinergis dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan 
bersama dalam pembangunan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga (KKBPK) dl Provlnsi Jawa 1imur. 

2. Mengembangkan dan memberdayakan Klnelja pengelola dan pelmana program Kependudul<an, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan KeJuarga (Kl<BPK) d tlngkat Kabupaten/l(ota, dan Unl 
L.apangan. 

3. Mengembangl<an dan memberdayakan masyaralcat dalam allh peran dan aUh kelola program 
Ke:pencludtOO!n, Kefuarga Berencana dan Pembaogunan Kefuarga (IOOJPK). 

4. Pencapalan Indikator 'Kinerja Program Kependu<lukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga (KKBPK) yang berorientasl pada penurunan ferlilitas. 

5. Mengupayalcan peningl<atan akses dan kuafrtas peserta KB uotuk menjadi peserta KB Lestari. 
6. Mengupayalcan peningkatan pembinaaan kelahanan dan pemberdayaan lceluarga melalui kelompok 

kegiatan bina keluarga dalam melestDrlkan k.esertaan ber-KB dan memberlkan pengaruh kepada 
keluarga caloo alcseptor untllk ber-KB. 

BAS III 
RUANG UNGKUP 

P<ls:ll 3 

Ruang Ongkup Pcrjanjian Kerjasama ini meliputl: 

1. Pencapaian 10 (sepuluh) Indikator Sasaran Kinerja 
2. Ketepatm dan Kecepatan mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukao, Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (Kl<BPI<) berbasls IT. 

IWJIV 
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWftB PARA PIHAK 

Pasal4 

1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dan tanggung jawab : 

a. Menyediakan .dan mengalokasilcan dana untuk mendulwog kegiatan oper.!Sional program 
Kependudulcan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga {IO<BPK) sesuai alolcasi 
anggaran yang tertuang dalam OIPA tah\11 2016. 

b. Menyediakan alat, obat kontrasepsl dan sarana lalnnya dalam mendukung keglatan Pelayanan 
KB 

c. Memfasilitasl ICIE, advolcasi dan konsUtasl dalam penyt'Jenggalaa operaslona1 program 
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 
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d . Memtasllitasl dalam penlngkatan kualims SOM Pengelola dan pelaksana Program Kependudukan, 
Keluarga Berencana <2n Pembangunan Keluarga (KJ<BPK), melaiUI pemblnaan onentasl dan 
pelatihan. 

e . Mclaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasl peCaksanaan program Kependudukan, 
l<eluarga Berencana dan Pembangunat'l Kd.--ga (KKBPK) sampa1 Dnl lapangan. 

f . Mengembangkan rewan:f system d a lam IOnerja pengelolaan program KependudU)(an, Keluarga 
Berencana dan Pembangunan Kcluarga (IO<BPK). 

2. PIHAK KEDUA mempunyal kewaj iban d an tanggvng jawab : 

a . Melaksanakan pemaduan dan slnkronlSaSI k.ebljakan pemerlntah daerah dalam rangka 
pengendallan kuantltas penduduk. 

b. Melalcsanakan pemetaan perl<lraan pengendallan penduduk.. 
c. Melaksanakan advokasl, komunlkasi, Infonnasl dan Edukasl (I<IE) pengendallan penduduk dan 

K8 sesuai kearifan budaya fokal . 
d . Mendayagunakan tenaga penyuluh KB/petUgas lapangan KB.(PKB(PU<B) 
e. Mcngendallkan dan mendlstribuslkan aiM: dan ot><rt kot 1b asc;psl serta pelaksanaan pelayanan KB 
f. Memberdayakan dan menlngkatkan per.m serta orqan lsasi kernasyarakatan dalam pelaksanaan 

pelayanan dan pemblnaan kcsertaan bcr- KB 
g. Me laksanakan pembangunan keluarga mefalul pemblnaan ketahanan dan l<esejah teraan keluarga 
h . Me laksanakan dan meningkatkan peran serta oryaniS<tSI kemasyarakatan dalam pembangunan 

keluarga melalul pembinaan ketahanan dan lcesejahteraan kefuarga. 

BABV 
PENGELOL.AAN OPERASIONAt. KEGIATAN PROGRAM KKB 

Pa$31 ~ 

Men99erakkan seluruh potensl masyarakat dalam upaya penJngkatan pelayanan program 
Kependudukan, Kcluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (IQQWIQ balk secara kualltatlf 
maupun kuantltatlf melalul lnstansl terkalt dl Kabupatenf)(ota dao{atau m1tra kerja terlcalt yang telah 
dlgalang oleh Perwaldlan BKKBN Provlnsl .lawa ,mur, a ntala lain d<!r.gan 1nstans1 borblt Olnas 
Kesehatan, Olnas Soslal, Olnas Kebudayaan, Ocparternen Ag...,.,, Badan ~ StaUsefk, (Organlsasl 
Profesl {101, IBl, IAUI, IAJ, PERSI), Rumah Saldt Perneri~, KORPRI, TNI, POUU, PKI<, 
AKD, A<UB, BKOW, JRKI, Pramuka, KoansJ Indonesia untlJk Kependudukan dan Pembangunan, 
APINDO, Organisasi Keagamaan (Musllma t:. Fatayat. Alstyah), lSOM, Tokoh Agama (TOGA), Tokoh 
Masyarakat {TOMA), serta dangan Perguruan 11nggl Negeo1 dan Slwastla dan mltra terl<.alt lalnnya dl 
wllayah Kabupaten/Kota. 
Penge lolaan keglatan operasional sesuai dengan llngkup Perjanjlan Kerjasama dengan menganut 
asas efektlf dan eflsleosi. 
Selalu diupayakan kesamaan pemahaman dalam pefl9clolaan serta pelaksanaan program 
Kependudukan, Keluarga Berencoma dan Pcmbangunan Keluarga {KKBPK) dl Sf!Uap Ungkatan 
wllaya h . 
Melaksanakao pengendallan program bersama a nt:arn pihak pertama dan pihak kodua balk dan slsl 
manajemen maupun pelaksanaan operasiooal di lapangan. 
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BABVI 
PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN 

Pasal6 

178 

Dal<lm mendulaJng pelaksanaan pencapalan klnesja betsama 1n1 pernhlayaan dan anggaran dlblayal 
dari: 

L Dulcungan APBN 

a. DIPA Perwalolan BKKBN Provinsi Jawa TIITTUr Tahun Anggaran 2016, Nornor :SP DIPA-
068.01.2-018030/2016, tanggal, 7 Oesember 2015 deog3n Alokasl Anggaran terlampir; 

b. Oulwngan AJat dan obat Kontrasep:sl serta pendukung petayanan konb'asep:sl sesua1 
kebut:utlan dan ketersediaan. 

2. Dukungan APSO unhJk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 
(KKBPK) yang diupayakan dan disinergi)can oleh pemerltah Kabupaten/Kota. 

BABVD 
PENGa.OLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN $ARANA PROGRAM 

Pasal 7 

Dalam membantu pengelolaan admlnlstrasf keuangan dan sarana progrqm dl Wllayah Kabupaten/l(otl, 
plhak kedua menunjuk nama-nama yang akan dltiJgaskan sebagal pelaksana pengeldaan admlnlstrasl 
keuangan, sarana alat dan obat kontrasepsi serta pendukung pelayanan koubasepsl ditEtapkan oleh 
Kepala SKPO KB Kab/l<Dtil 

BABvm 
JANGKA WAJffiJ 

Pasal8 

Perjanjlan Kerjasama lnl bertaku sejak tanggal dltandatanganl oleh PIHAK PE'RTAMA dan PIHAK 
KEOUA untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran 2016.. 

BAS IX 
KENOAI.A DAN PERMASAlAHAN 

Pasal9 

Apablla terjadi Kendala dan Permasalahan dalam pencapalan lcinerja beJsamq Pn;lQr.lm Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPIC) dan Keglaeln yang dllaksanakan dl 
Kabupaten,IKota selama pefaksanaan Perjanjlan Kerjasama lnl, kedua belah plhak sepakat untuk 
mengk;ljl dan menyelesalkan pennasalahan secara bersama. 
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d. Memfasilitasl dalam penlngkatan kualitas SOH Penge!ola dan pdaksana Program Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Kefuarga (lO<BPK), mefalli pembinaan orientasl dan 
pelatihan. 

e. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pdaksanaan program Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sampa1 Dnf lapangan. 

f. Mengembangkan l'f!WiJrd system dalam KJnerja pengelofaan program Kependudukan, Keluarga 
Berencana dan Pembangunan Keluarga (IQ<BPK). 

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dan tanggung jawab : 

a. Melaksanakan pemaduan dan slnkronlsasl kebljakan pemerintah daerah dalam rangka 
pengendaOan kuantltas penduduk. 

b. MeJaksanaJcan pemetaan perldraan pengendaflan penduduk. 
c.. Meli!ksanakan advokasi, komunikasi, Infonnasi dan Edukasi (KIE) pengendaUan penduduk dan 

KB sesuai lcearifan budaya lokal. 
d. Mendayagunakan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB.(PKB!PU<B) 
e. Mengendalikan dan mendlstribusikan alat dan obat kDt ibasepsl serta pelaksanaan pelayanan KB 
f. Memberdayakan dan menlngkatkan peran serta Of'gilnlsasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan 

pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB 

g. Melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan l<esejahteraan keluarga 
h. Melaksanakan dan meningkatkan peran serta organlsasi kemasyarakatan dalam pcmbangunan 

keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarya. 

BABV 
PENGElOLAAN OPERASIONALI<EGIATAN PROGRAM KKB 

PasaiS 

~ Menggerakkan seluruh potensi masyaraka:t dalam upaya penlngkatan pelayanan program 
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembarigunan Keluarga (KIWPK) balk secara kualitatif 
maupun kuantltatlf melalul lnst:ansl terkalt dl Kabupaten/KOta dan/atau mltra kelja teri<alt yang telah 
dlgalang oleh Perwakilan BKKBN Provlnsi Jawa Tlmur, antara lain der.gan 1nstans1 b!rblt Dlnas 
Kesehatan, Dinas Soslal, Dlnas Kebudayaan, Oepartemen Agama, &!dan PUsat Stat!st!k. (Organlsasl 
Profesi (IDI, IBI, IAUI, IAI, PERSI), Rumah Saldt Pemerlntah/SWasta, KORPRI, TNI, POl.RJ, PKK, 
AKD, FKUB, BKOW, .JRKI. Pramuka, Koafisl IndonesJa unbJk Kependudukan dan Pernbangunan, 
APINDO, Organisasi Keagamaan (Musfimat. Fat!yat. Aisiyah), l.SOM, Tokoh Agama (TOGA), Tokoh 
Masyarakat (TOMA}, serta dengan Perguruan TJnggJ Negerl dan SWiiSta dan m1tra ter'.<alt lalnnya di 
wllayah Kabupaten/I<Ot!. 
Pengelolaan kegiatan operasional sesuai dengan Dnglwp Perjanjlan Kerjasama dengan menganut 
asas efektJf dan eftsiensi. 
Sefalu diupayakan kesamaan pemahaman dalam pengelolaan serta pelaksanaan program 
Kependudukan, Keluarga Berencana clan Pembangunan Keluarga {KKBPK) dl setlap tlngkatan 
wilayah. 
Melaksanakan pengendalian program ber.;ama antara pihak pertama dan pihak kedua balk dart slsi 
manajemen maupun peJaksanaan operasional di lapangan. 
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BABVI 
PEMBIAYAAN DAN ANGGAAAN 

PasaJ 6 

180 

Dalam mendukung pelaksanaan pencapalan klnesja bersama 1n1 pemblayaan dan anggaran dlblayai 
dari: 

1. Dukungan APBN 

a . DIPA Perwalo1an BKKBN Provinsi .1awa Tunur Tahun Anggaran 2016, Nomor :SP DIPA· 
068.01.2.018030/2016, tanggal, 7 Desember 2015 dengoin Alolcasi Anggaran terlampir; 

b. Dukungan AJat dan obat Kontrasepsl serta peoduJwng pe!ayanan kontrasepsi sesua1 
kebutuhan dan ketersediaan. 

2. Dukungan APBO untuk Program Kependudukan, Kefuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 
(KKBPK) yang diupayakan dan t:fiSinergiJcan oleh pemer1tah ~ 

BABvn 
PENGaOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SAAANA PROGRAM 

Pasal7 

Dalam membantu pengelolaan admlnlstrasl keuangan dan sarana program dl WllJy;ih Kabupaterv'Kota, 
plhak kedua menunjuk nama-nama yang akan dltugaskan sebagal pelaksana pengelolaan admlnlstrasl 
keuangan, sarana alat dan obat kontrasepsi serta pendulamg pe!ayanan kontrasep.sl ditet!pkan oleh 
Kepala SKPO KB Kab!l<ota 

BABVUI 
JANGKA WAKTU 

Pasal8 

Perjanjian Kerjasama ini ber1aku sejak tanggal dltandatangani oleh PIHAK PEKTAMA dan PIHAK 
KEDUA untlJk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran 2016. 

BA8 IX 
KENDAl.A DAN PERMASAlAHAN 

Pasal9 

Apablla tesjadl K.endala dan Permasalahan dalam peucapalan kinelja bersama Program Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan K.eluarya (KXBPK) dan Keglatan yang dllaksanakan di 
K;sbupaten!l<ota selama pefaksanaan Petjar\Jlan Kerjasama lnl, kedua belah plhak sepak.it untuk 
mengkajl dan menyelesatkan permasalahan secara bersama.. 
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BABX 
PEM.m.!P 
Pasal 10 

181 

Perjanjian Kerjasama lnl berlaku sejak t:anggal dit:andatangani kedua belah pihak, dan dlbuat rangkap 
2 (dua) asfi bermaterai cukup, sebagai dolwmen pentlng dalam pengelolaan program Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Kduarga (KKBPK). 

PIHAK PERTAMA 

Ir •. ~t-t.Jsivawardanl. M.SC. DIP. Com 
m~ 198603 2 oo1 

Surabaya, 19 Januari 2016 

PJHAKKEDUA 
KepaJa Badan KeJuarga Berencana 
dan Pemberdayaan Masyarakat 
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lAM PI RAN 

PERJANJIAN KEJUASAMA ANTARA PERWAXltAN BADAN KEPENOUDUICAN OAH KEWARGA BEREHCANA NASIONAl 
PROVlNSI JAWA TlMUR OENGAN BAOAN KRUARGA BERENCAHA DAN PEMBEROAYAAH MASYARAICAT ICOTA 
MAlANG 

0310/HX..10 1/J.1/2016 
476/31/35.. 73A04/2016 

NOMO R 

NOMOR 
TENTANG PENCAPAIAN KINERJA 8£RSAMA PROGRAM ICEPENDUDUICAN, IC.£UJARGA BERENCANA DAN 

PEMBANGUNAN KELUARGA OAH KEGIATAN YANG OllAICSAHAJCAN Of ICOTA MAI.ANG 

NO INOIKATOR SASARAH IOMERJA KAB/ICOTA 

A SASARAN STRATEGIS 

1 Persentase Peserta KB Oaru MKJP 

2 Persentase Pesert:a KO Aktlf MKJP 

8 SASARAN PROGRAM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Jumlah Pesertl KB baru PB 

Jumbh Peserta KB Alctif PA 

Pen.entase kesertaan ICB Prla {PA) (MOP+-ICONOOM} 

Persentase PUS anggota Pokt3n BKB, BKII, BICl.. UPPICS Y3f1l: ber1CS 

a Persentase PUS anggota BKB opng berKB 

b Persent:ase PUS anggot:a BKR yang beriCB 

c Persentase PUS anggota BKL opng berKS 

d Persentase PUS anggota UPPKS van& ber1CS 

Laporan reallsasl triwvlanan Kabu~ten dan l(o(a ~ OAK t;thun 2016 

umlah kete.rsediaan data dan infonTQSi yan& ~dan te:pat ~ 

Lap«an lceuancan dan pengelol;oan BMN van& dapat clistiesaican tepat waktu,. 
akuntabel, kredibel dan memenuhl standar ~ 

Persentase temuan elctemal dan Internal yang selesal ditlndaldanJutf sesual denpn 
ketentuan 
Pernetoan Urusan Bldang Pencendali:on 1'1:ndl.Kiuk dan ICB diiCab/kota dalam 
Penguatan Program KICOPK 

Kepala Perwakilan BICKBN Provinsi Jawa Tlmtr 

SASARAN 2016 

28,79% 

9.557 

78.503 

3,32" 

80,42" 

36.32" 

80,05" 

100% 

100% 

100% 

100% 

I 
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